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Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi 
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota 
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sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Bappeda di tahun-tahun berikutnya, 

Akhir kata, semoga LKjIP yang telah disusun dapat bermanfaat bagi Bappeda 

khususnya dan umumnya bagi perencanaan dimasa yang akan datang.   

 

 

Payakumbuh, 26 Januari 2026 
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH 

 

 

Drs. SYAFWAL,MM 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

LKJIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebuah laporan 

pertanggungjawaban kinerja tahunan yang memuat pencapaian sasaran strategis 

suatu instansi pemerintah berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Laporan ini berisi perbandingan antara rencana dan hasil, serta faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang 

menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari 

APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi: 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

  Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. 

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi. 

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang 

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan 

strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai 

kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai 

media pertanggungjawaban kepada publik. 
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Bertitik tolak dari Renja Perubahan Tahun 2025, Renstra Bappeda Tahun 2025-

2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Bappeda Kota Payakumbuh 

yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan 

laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. 

1.2   Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Payakumbuh. Bappeda Kota Payakumbuh 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kota Payakumbuh 

melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pula 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas juga 

menyelenggarakan fungsi yaitu: 

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 

b. pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 

d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan 

pembangunan daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa susunan Organisasi Bappeda Kota 

Payakumbuh, terdiri dari: 

a. Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Program. 

c. Bidang Sosial Budaya, membawahi: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendidikan dan 

Pengembangan Sumber DayaManusia; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan dan 

Kependudukan; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Sosial. 

d.   Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Penataan 

Ruang; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Wilayah dan 

Lingkungan Hidup; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perhubungan, Komunikasi 

Informatika dan Kebencanaan. 

e.   Bidang Ekonomi dan Perencanaan, membawahi: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Sumber 

Daya Alam dan Kerjasama; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan 

Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Makro; 

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi, membawahi: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penelitian dan 

Pengembangan; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Inovasi dan Teknologi. 

g. UPTD
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Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja 

organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi 

sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya.  Sampai dengan Desember 2025, Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA 

Kota Payakumbuh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang tenaga PNS, 4 (empat) orang tenaga 

PPPK, 5 (lima) orang Pegawai Non PNS, sehingga jumlah sumber daya manusia di 

Bappeda sejumlah 44 orang. 

1.3   Isu Strategis 

Isu strategis Bappeda Kota Payakumbuh berdasarkan pada tugas dan fungsinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 

b. Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan. 

c. Belum optimalnya peran riset dan inovasi. 

 

Pada tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan 3 

(tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah dan 2 dokumen penelitian.  

Dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 

dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025. 

Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan dokumen 

penelitian yang dihasilkan berupa: 

1. Fenomena Peningkatan Minat terhadap Sekolah Swasta dibandingkan Sekolah 

Negeri 

2. Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (Rekomendasi 

Arsitektur).  

1.4  Landasan Hukum 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh ini disusun 

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

h. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029; 

i. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 

1.5  Sistematika Penulisan  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I     Pendahuluan 

BAB II    Perencanaan Kinerja 
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BAB III   Akuntabilitas Kinerja 

   BAB ini memuat: 

 3.1   Capaian Kinerja Organisasi 

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

dokumen target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi 

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 

nasional (jika ada) 

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

pengingkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang 

telah dilakukan 

F. Analisis atas efisiensi penguranggan sumber daya 

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

H. Seluruh capaian kinerja agar dilengkapai dengan foto 

3.2 Realisasi Anggaran 

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan 

BAB IV Penutup  
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk 

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi 

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber 

daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan Strategis baik daerah maupun nasional. 

Rencana Strategis merupakan alat bantu untuk memacu dan memicu pimpinan dan 

seluruh staf dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya 

memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi 

tantangan dan tuntutan yang dihadapi. 

Bappeda Kota Payakumbuh mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, rencana Strategis dimaksud 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sedangkan kinerja 

yang ingin dicapai dalam tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja 

Tahun 2025. 

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Payakumbuh merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-

2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota 

Payakumbuh harus sejalan dengan pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran, 

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh. Tujuan yang ingin dicapai 

oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah periode 2025-2029 antara lain:  

a. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing 

b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif 

c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan 

akuntabel 

d. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK 

e. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan 

 

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh 

telah menetapkan lima tujuan utama. Dari kelima tujuan tersebut, sebagai fokus intervensi 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh  tujuan ketiga “Terwujudnya 

tata Kelola pemerintahan dan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel”. Sehingga 

ditetapkan Tujuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan”  

 

Tabel 1  
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 

 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE 
  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 
 
 
 
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
berbasis 
inovasi dan 
kelitbangan 
  
  
  
  

  
  

Nilai evaluasi 
AKIP 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

26,00 26,01 26,02 26,03 26,04 26.05 

Indeks inovasi 
daerah 

54,85 55,15 55,25 55,50 55,95 56,05 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
perangkat 
daerah 

Nilai evaluasi 
AKIP oleh 
Inspektorat 

85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 92,50 

Meningkatnya 
peran riset 
dan inovasi 
dalam 
mendukung 
pembangunan 
daerah 

Persentase 
kebijakan 
berbasis bukti  

86,00 87,00 88,00 90,00 92,00 93,00 

Sumber: Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 
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2.1.1     Indikator Kinerja Utama  

Indikator Kinerja Utama Bappeda tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Payakumbuh Nomor: 065/96/Bappeda-Ko/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2 

 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 
 

NO TUJUAN SASARAN   INDIKATOR  

KINERJA  

UTAMA 

SATUAN PENJELASAN KETERANGAN/ 

KRITERIA 

ALASAN FORMULASI/CARA  PENGUKURAN SUMBER  DATA  

1. Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan 

berbasis  

inovasi dan 

kelitbangan 

 Nilai evaluasi 

AKIP 

Komponen 

Perencanaan 

Kinerja 

Nilai Sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN-RB) 

Nomor 88 Tahun 2021:  

tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, 

yang menjadi pedoman utama 

evaluasi AKIP 

Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  

(PermenPAN-RB 

 

Kementrian 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi  

(PermenPAN-RB) 

 

 

 Indeks  inovasi  

daerah 

Nilai Sesuai  Peraturan  

Pemerintah  Nomor  38  

Tahun  2017  tentang  Inovasi  

Daerah,  yang  diperkuat  oleh  

berbagai  Keputusan  Menteri  

Dalam  Negeri  (SK  

Mendagri)  yang  diterbitkan  

setiap  tahun  dan  Pedoman  

Indeks  Inovasi  Daerah  yang  

dibuat  oleh  Kementerian  

Dalam  Negeri 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

yang diterbitkan  setiap  tahun 

Kementrian  

Dalam Negeri 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+38+Tahun+2017+tentang+Inovasi+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+38+Tahun+2017+tentang+Inovasi+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+38+Tahun+2017+tentang+Inovasi+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=Peraturan+Pemerintah+Nomor+38+Tahun+2017+tentang+Inovasi+Daerah&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=SK+Mendagri&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enID1079ID1079&cs=0&sca_esv=c646f4d5b1a32c30&sxsrf=AE3TifPMmV0f3HDbeqSLxBHcvR8AY_Y7CA%3A1759452020715&q=SK+Mendagri&sa=X&ved=2ahUKEwiZ8qjF5YaQAxX6umMGHYrWFMgQxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfCI5zb-fjoAtYrk_zv49yo_EyAj9L3DgrgzssoRE0dKhz9H9BAhh8pPJyuvj7LugHF6k2wmz_c_jZSehc08diTZjliIKbFjD1Kpb1ZQ4CmFUj9NYyWQO2P6j_IpuvlkT88TT3YIpIkJbMSRIvxJjyLxZDYmQ4D-M_9Z2h5IlkCFKnJ89S496OLjKRmQ0M-xU8MfbmK5RlebyBejk1RSL8jIBts8fNMNY-aO1zCbPjsYCEUpdfPK0-MWh7ThIfvEUuj6MkYVnEAjU3EwifDNHuyO&csui=3
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NO TUJUAN SASARAN   INDIKATOR  

KINERJA  

UTAMA 

SATUAN PENJELASAN KETERANGAN/ 

KRITERIA 

ALASAN FORMULASI/CARA  PENGUKURAN SUMBER  DATA  

2.  Meningkatnya  

akuntabilitas  

kinerja  

perangkat 

daerah 

Nilai  evaluasi  

AKIP  oleh 

Inspektorat 

Nilai • Peraturan  Presiden  
(Perpres)  Nomor  29  
Tahun  2014:  tentang  
Sistem  Akuntabilitas  
Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP).   

• PermenPANRB  Nomor  
88  Tahun  2021:  tentang  
Evaluasi  Akuntabilitas 
Kinerja  Instansi 
Pemerintah 
 

LHE  Inspektorat  Kota Payakumbuh Inspektorat  Kota 

Payakumbuh 

 

3.  Meningkatnya  

kualitas  

perencanaan  

pembangunan 

daerah 

Indeks  

Perencanaan  

Pembangunan 

Daerah 

Nilai • Peraturan  Menteri  Dalam  
Negeri  (Permendagri)  
Nomor  86  Tahun  2017  
tentang  Tata  Cara  
Perencanaan,  
Pengendalian,  dan  
Evaluasi  Pembangunan 
Daerah 

 

 

• PermenPANRB  Nomor  
88  Tahun  2021:  tentang  
Evaluasi  Akuntabilitas  
Kinerja  Instansi 
Pemerintah 

 

 

Keterangan  : 

• Skor  i  =  Nilai  dari  setiap  aspek  

penilaian  (0–100) 

• Bobot  i  =  Bobot  pentingnya  aspek  

tersebut  terhadap  kualitas 

perencanaan 

• Aspek  penilaian  meliputi, misalnya: 

➢ Kelengkapan dokumen 

➢ Konsistensi antar  dokumen 

(RPJMD–RKPD–Renja) 

➢ Keterpaduan  dengan  prioritas 

nasional 

➢ Tingkat  partisipasi masyarakat 

➢ Penggunaan sistem  informasi 

(SIPD) 

➢ Ketepatan  waktu  penyusunan 

 

Bappeda  Kota  

Payakumbuh 
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NO TUJUAN SASARAN   INDIKATOR  

KINERJA  

UTAMA 

SATUAN PENJELASAN KETERANGAN/ 

KRITERIA 

ALASAN FORMULASI/CARA  PENGUKURAN SUMBER  DATA  

4.  Meningkatnya  

peran  riset  

dan  inovasi  

dalam  

mendukung  

pembangunan  

daerah 

Persentase  

kebijakan  

berbasis  bukti 

Persentase  

 

 

Keterangan  : 

• Jumlah  Kebijakan  Berbasis  Bukti:  

Dokumen  kebijakan  (misalnya:  

RPJMD,  RKPD,  Renja,  Perkada,  

Perda,  Program,  atau  kegiatan)  yang  

dilengkapi  dengan  justifikasi  berbasis  

data,  kajian  akademik,  riset,  statistik,  

survei,  atau  analisis  kebijakan. 

• Total  Jumlah  Kebijakan:  Keseluruhan  

dokumen  kebijakan  yang  dihasilkan  

oleh  pemerintah  daerah  pada  periode  

tertentu  (misalnya  dalam  satu  tahun  

anggaran). 

Bappeda  Kota  

Payakumbuh 

 

Sumber: SK IKU BAPPEDA Tahun 2025-2029
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2.1.2    Perjanjian Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian 

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, 

program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan 

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) 

serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada 

Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 ada 3 tingkatan yaitu: 

1.  Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota 

Payakumbuh  dengan Walikota Payakumbuh 

2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala 

Bidang dengan Kepala Bappeda; 

3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni 

Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat 

pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan 

dengan Sekretaris/Kepala Bidang: 

 
Tabel 2.3 

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Berbasis Inovasi dan Kelitbangan 

Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja 

26,00 

Indeks Inovasi Daerah 54,85 

2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat 85,00 

3 

 

 

Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Indeks Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

 

90,00 

 

4 Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi 

Dalam Mendukung Pembangunan Daerah 

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 86,00 

 Sumber: Perjanjian Kinerja eselon II Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 
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2.1.3       Rencana Kinerja 

   Bappeda Kota Payakumbuh pada Tahun 2025 telah menyusun dokumen 

Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan 

sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. 

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran 

strategis Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

         Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

1) Pengadaan  kendaraan perorangan dinas atau kendaraan 

dinas jabatan 

2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

3) Pengadaan Mebel 
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4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik 

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

3) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota 

c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

d) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah 
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Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah 

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia 

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia 

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 

Daya Alam) 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian 

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 

Kependudukan 

Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 



   

17 
 

 

b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

c) Pengembangan Inovasi dan Teknologi 

Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan 

Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan secara transparan realisasi dan capaian kinerja suatu 

organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk 

terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance). 

3.1  Capaian Kinerja Organisasi  

Kerangka Pengukuran kinerja Bappeda Kota Payakumbuh dilakukan dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus 

sebagai berikut: 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasai menunjukkan  semakin rendahnya kinerja, 

digunakan rumus  . 

 

 

 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjuukan semakin tingginya kinerja, digunakan 

rumus: 

 

 

 

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang 

sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, 

merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut: 

 
 
 
 

Capaian indikator kinerja  = Realisasi     x 100% 

                    Target 

Capaian indikator kinerja = Target – ( Realisasi - target ) 

Target 
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Tabel 3.1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori Penilaian 
Realisasi Kinerja 

91%≤ 100 % Sangat Tinggi 

76% ≤90% Tinggi 

66% ≤ 75% Sedang 

51% ≤ 65% Rendah 

≤ 50% Sangat Rendah 

           Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah yang krusial, di mana tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan di dalamnya dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. 

Hal ini terjadi karena beberapa alasan utama yang berakar pada prinsip manajemen 

kinerja sektor publik, sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tolok Ukur: Tujuan Renstra 

adalah sasaran jangka menengah yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja berfokus 

pada target tahunan yang diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang 

diturunkan langsung dari tujuan dan sasaran Renstra. Dengan memasukkannya 

ke PK, target jangka menengah tersebut terpecah menjadi langkah-langkah 

konkret; 

2. Mewujudkan akuntabilitas dan komitmen: Perjanjian Kinerja adalah bentuk 

komitmen antara penerima amanah (misalnya, Kepala Dinas) dan pemberi 

amanah (Kepala Daerah) untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja aparatur; 

3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi: Tujuan Renstra 2025-2029 

menjadi pedoman, sementara PK menjadi instrumen untuk memantau, 

mengendalikan, dan mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan pada 

tahun tersebut berhasil mendekati target 5 tahunan; 
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4. Menjamin Konsistensi dengan RPJMD 2025-2029: Renstra 2025-2029 harus 

selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 

2025-2029. Perjanjian Kinerja memastikan bahwa operasionalisasi tahunan 

(Rencana Kerja/Renja) tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai target 

RPJMD; 

5. Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja: Tujuan yang tertera dalam PK 

memastikan bahwa anggaran yang digunakan (RKA) benar-benar ditujukan untuk 

pencapaian hasil, bukan sekadar menyerap anggaran. Ini menciptakan efektivitas 

penggunaan sumber daya organisasi.  

Tujuan Renstra adalah "apa" yang akan dicapai dalam 5 tahun, sedangkan 

Perjanjian Kinerja adalah "komitmen tahunan" untuk mencapai tujuan tersebut, 

sehingga keduanya tidak terpisahkan dalam manajemen kinerja. 

 Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran 

yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bappeda Kota Payakumbuh tahun 

2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh 

berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam table dibawah ini: 

 

Tabel 3.2 
Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota 

Payakumbuh 
 

No Indikator Kinerja Capaian 
2024 

2025 Kategori Target 
Akhir 

Renstra 
2025-2029 

Capaian Tahun 
2025 terhadap 
renstra 2025-

2029 (%) 
Target Realisasi Nilai 

Capaian % 

1 Nilai Evaluasi AKIP 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

25,04 26,00 25,11 96,58 Sangat 
Tinggi 

26,04 96,43 

2 Indeks Inovasi 
Daerah 

54,62 54,85 51,50 93,89 Sangat 
Tinggi 

55,95 92,05 

3 Nilai Evaluasi AKIP 
Oleh Inspektorat 

82,65 85,00 83,00 97,65 Sangat 
Tinggi 

87,00 95,40 

4 Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

NA 90,00 80,31 89,23 Tinggi 92,00 87,29 

5 Persentase 
Kebijakan Berbasis 
Bukti 

NA 86,00 100,00 116,28 Sangat 
Tinggi 

92,00 108,70 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025, Kepmedagri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025, Inspektorat 
Kota Payakumbuh dan Kemenpan RB Nomor B/119/AA.05/2024 

 

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan sangat tinggi dan capaian kinerja dua 
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sasaran pada Tahun 2025 adalah kategori sangat tinggi dan satu sasaran kategori 

tinggi, dengan rata-rata persentase mencapai 98,73% berdasarkan hasil pengukuran 

atas 2 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran. 

Sedangkan realisasai target kinerja berdasarkan perubahan perjanjian kinerja 

yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.3 
 Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Berbasis 
Inovasi dan Kelitbangan 

Nilai Evaluasi AKIP 
Komponen Perencanaan 
Kinerja 

26,00 25,11 96,58 

    Indeks Inovasi Daerah 54,85 51,50 93,89 

2 Meningkatnya Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi AKIP oleh 
Inspektorat 

85,00 83,00 97,65 

3 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

Indeks Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

90,00 80,31 89,23 

4 Meningkatnya Peran Riset 
dan Inovasi dalam 
Mendukung Pembangunan 
Daerah 

Persentase Kebijakan 
Berbasis Bukti 

86,00 100,00 116,28 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025, Kepmedagri Nomor 400.10.11-6097 tahun 2025, Inspektorat 
Kota Payakumbuh dan Kemenpan RB Nomor B/119/AA.05/2024 

 

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 sesuai 

dengan perubahan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perubahan 

Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kota Payakumbuh 

telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dilakukan penyesuaian substansi 

perencanaan kinerja dengan memasukkan unsur tujuan selain sasaran  sesuai dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

3.1.1     Capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi 

dan Kelitbangan 

  Capaian tujuan meningkatnya Meningkatnya Kualitas Perencanaan 

Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja  
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

           Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.4 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 
 

No Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target 
Tahun 2025 

Realisasi  
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Nilai Evaluasi AKIP 
Komponen Perencanaan 
Kinerja 

Nilai 26,00 25,11 96,58 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 26,00 Kota 

Payakumbuh tahun 2025 memperoleh nilai 25,11 atau sebesar 96,58%.  Nilai Evaluasi 

AKIP Komponen Perencanaan Kinerja menilai kualitas dokumen perencanaan 

(Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja) yang berorientasi hasil, berjenjang, dan selaras 

dengan tujuan instansi. Komponen ini menitikberatkan pada keberadaan, kualitas, dan 

pemanfaatan dokumen untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Evaluasi ini merupakan 

bagian dari empat komponen utama SAKIP. 

 
Gambar 3.1 

LHE SAKIP KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja tahun 2025 adalah 25,11 

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 

dengan Tahun Sebelumnya 

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat 

dalam Tabel dibawah ini 

Tabel 3.5 
Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024 

 
No Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan Realisasi 

Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Nilai Evaluasi 
AKIP 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

Nilai 24,73 24,84 25,04 26,00 25,11 96,58 

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan setiap tahun terjadi peningkatan. Hal ini merupakan komitmen dari 

Pemerintah Kota Payakumbuh untuk terus fokus pada kualitas  dokumen 
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perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang 

selanjutnya dijabarkan dalam perjanjian kinerja. 

 

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen 

perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 

2029 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 

Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.6 
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target 

Akhir Dokumen Jangka Menengah 
 

No  
Tujuan 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

Persentase 
Capaian 
Realisasi 
2025 (%) 

Persentase 
Terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Perencanaan 
Berbasis 
Inovasi dan 
Kelitbangan 

Nilai Evaluasi 
AKIP 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

Nilai 26,00 25,11 26,04 96,58 96,43 

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025 

 Dari tabel diatas dapat dilhat, bahwa capaian Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja 96,58%, jika dibandingan dengan target akhir Renstra  baru 

tercapai 96,43% 

D. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasiolan dan 

beberapa daerah lainnya di Indonesia 

  Belum ada perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan 

Kinerja dengan target nasional dan daerah lainnya di Indonesia. 
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E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

 

Dalam mencapai target Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh 

beberapa faktor dan telah dilakukan langkah–langkah untuk meningkatan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 3.7 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 
 

 
No Tujuan Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis Keberhasilan / Kegagalan Solusi 

Yang 

Dilakukan 

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis 

Inovasi dan Kelitbangan 

 

Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja 

26,00 25,11 96,58 Telah Menyusun dokumen perencanaan RPJMD yang 

selaras dengan Renstra 

 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh 2025    

 

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.8 

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja  
 

No  Tujuan  Indikator  Satuan  Kinerja 
 

Persentase 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Berbasis 
Inovasi dan 
Kelitbangan 

Nilai Evaluasi AKIP 
Komponen 
Perencanaan 
Kinerja 

Nilai 26,00 25,11 96,58% Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten / Kota 

7.270.643.094   6.338.336.459  87,18% 

       
Program Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 
Daerah 

   667.788.100       646.854.516  96,87% 

       
Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

   555.523.000       447.338.036  80,53% 

       
Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

   270.408.400       270.267.861  99,95% 

      
96,58%   8.764.362.594   7.702.796.872  87,89% 

Tingkat efisiensi 8,69% 
   

Tingkat efektivitas 109,89 
   

 

Dari Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, 

didukung oleh semua program Bappeda. Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 96,58% 

sedangkan capaian keuangan dari semua program yang mendukungnya yaitu 87,89%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung 

dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 8,69%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung 

dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 109.89%. 
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G. Analisis program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Analisa Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja, adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Tabel.3.9 

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 
 
 

No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

A Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten / 
Kota 

Nilai IKM 89 Nilai 88,53 Nilai 99,47%          7.270.643.094           6.338.336.459  87,18% 

      Nilai IKM Bappeda 89 Nilai 88,53 Nilai 99,47%       

  I Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Pemerintah 

Persentase capaian 
kinerja program / 
kegiatan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 102.954.450 100.882.130 97,99% 

      Persentase sasaran, 
progam dan kegiatan 
Renja Bappeda yang 
selaras dengan Renstra 
Bappeda 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

6  dokumen 6  dokumen 100,00% 14.999.000 14.056.117 93,71% 

  2 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

6  Laporan 6  Laporan 100,00% 87.955.450 86.826.013 98,72% 

  II Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah  

Persentase capaian 
realisasi keuangan 
program kegiatan 

95 Persentase 87,89 Persentase 92,52%          5.429.549.712           4.785.375.331  88,14% 

  1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

37 orang/bulan 37 orang/bulan 100,00%             5.121.728.912              4.504.586.331  87,95% 

  2 Penyediaan administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

1 dokumen 1 dokumen 100,00%                307.820.800                 280.789.000  91,22% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  III Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah  

Persentase tertib 
administrasi 
kepegawaian perangkat 
daerah 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%                 43.000.000                  42.957.000  99,90% 

  1 Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut 
kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

43 paket 43 paket 100,00%                   43.000.000                    42.957.000  99,90% 

  IV Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase layanan 
umum Bappeda sesuai 
standar 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 245.004.850 239.404.598 97,71% 

  1 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

8 paket 8 paket 100,00% 4.804.000 4.771.890 99,33% 

  2 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

10 paket 10 paket 100,00% 30.106.000 27.188.649 90,31% 

  3 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

3 paket 3 paket 100,00% 18.978.000 17.049.155 89,84% 

  4 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

1 dokumen 1 dokumen 100,00% 19.938.450 19.800.000 99,31% 

  5 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 laporan 1 laporan 100,00% 4.404.500 3.974.670 90,24% 

  6 Penyelengaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 laporan 1 laporan 100,00% 154.774.000 154.695.853 99,95% 

  7 Dukungan pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

1 dokumen 1 dokumen 100,00% 11.999.900 11.924.381 99,37% 

  V Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase kondisi 
sarana dan prasarana 
kantor dalam kondisi 
baik 

80 Persentase 80 Persentase 100,00% 783.802.000 619.693.000 79,06% 

  1 Pengadaan kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan dinas jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 unit 1 unit 100,00% 599.334.000 446.000.000 74,42% 

  2 Pengadaan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

1 unit 1 unit 100,00% 36.759.000 30.056.500 81,77% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  3 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

20 unit 20 unit 100,00% 37.074.000 34.521.000 93,11% 

  4 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

14 unit 14 unit 100,00% 110.635.000 109.115.500 98,63% 

  VI Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase layanan 
umum Bappeda sesuai 
standar 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 222.676.082 209.927.046   

  1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 106.584.664 96.279.391 90,33% 

  2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 116.091.418 113.647.655 97,89% 

  VII Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase kondisi 
sarana dan prasarana 
kantor dalam kondisi 
baik 

80 Persentase 80 Persentase 100,00% 443.656.000 340.097.354 76,66% 

  1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 unit 1 unit 100,00% 42.950.000 39.052.226 90,92% 

  2 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

25 unit 25 unit 100,00% 290.600.000 201.584.664 69,37% 

  3 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

22 unit 14 unit 63,64% 26.750.000 16.180.464 60,49% 

  4 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 unit 1 unit 100,00% 83.356.000 83.280.000 99,91% 

B Program Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Persentase keselarasan 
RPJMD dengan RKPD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 667.788.100 646.854.516 96,87% 

      Persentase keselarasan 
RPJMD dengan Renstra 
PD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 587.975.700 566.350.713 96,32% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  VIII Penyusunan Perencanaan 
dan Pendanaan 

Persentase konsistensi 
program RKPD terhadap 
program RPD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 464.774.950 449.101.613 96,63% 

      Persentase Pagu Belanja 
dalam RKPD yang 
mengakomodir usulan 
masyarakat 

19,5 Persentase 20,48 Persentase 105,03%       

  1 Pelaksanaan Konsultasi 
Publik 

Jumlah Berita Acara 
Konsultasi Publik 

2 berita acara 2 berita acara 100,00% 33.293.000 31.067.194 93,31% 

  2 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara 
Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

2 berita acara 2 berita acara 100,00% 68.908.750 65.963.208 95,73% 

  3 Penyiapan Bahan 
Koordinasi Musrenbang 
Kecamatan 

Jumlah Usulan yang 
Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

235 usulan 235 usulan 100,00% 20.999.000 20.218.698 96,28% 

  4 Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Ditetapkan 
(RPJPD/RPJMD/RKPD) 

3  dokumen 3  dokumen 100,00% 341.574.200 331.852.513 97,15% 

  IX Analisis Data dan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase tingkat 
ketersediaan data 
pembangunan daerah 

98,5 
  

Persentase 98,5 
  

Persentase  100,00% 
 
  

11.429.500 11.336.278 99,18% 

  1 Penyusunan profil 
pembangunan daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah Buku Profil 
Pembangunan Daerah 
yang Diterbitkan 

1 buku 1 buku 100,00% 11.429.500 11.336.278 99,18% 

  X Pengendalian, Evaluasi 
dan Pelaporan Bidang 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase data capaian 
kinerja PD yang 
akuntabel 

97,5 Persentase 97,5 Persentase 100,00% 100.809.750 96.636.350 95,86% 

      Persentase PD yang 
mencapai target kinerja 
tahunan rata-rata minimal 
90% 

93,55 Persentase 93,55 Persentase 100,00%       

  1 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah di Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengendalian 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 15.770.750 15.741.869 99,82% 

  2 Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan 
Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

2 laporan 2 laporan 100,00% 85.039.000 80.894.481 95,13% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  XI Implementasi Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

Persentase implementasi 
SIPD sesuai tahapan 
perencanaan 

71,43 Persentase 71,43 Persentase 100,00% 90.773.900 89.780.275 98,91% 

      Tingkat aksebilitas data 100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Penerapan Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah Di 
Bidang Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penerapan Sistem 
Informasi Pemerintahan 
Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 100,00% 90.773.900 89.780.275 98,91% 

C Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase keselarasan 
RKPD dengan Renja PD 
pada Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 555.523.000 447.338.036 80,53% 

      Persentase keselarasan 
RKPD dengan Renja PD 
pada Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

      Persentase keselarasan 
RKPD dengan Renja PD 
pada Bidang 
Perekonomian dan SDA 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  XII Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Persentase hasil 
koordinasi pengendalian 
yang ditindaklanjuti 
bidang sosial budaya 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 246.301.000 245.416.190 99,64% 

      Persentase PD yang telah 
memiliki dokumen 
perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras 
bidang sosial budaya 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan yang 
Dikoordinir Penyusunannya 
(RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

16 dokumen 16 dokumen 100,00% 21.307.450 21.049.282 98,79% 

  2 Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan 
Manusia yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. 
RPJMD dan RKPD) 

3 dokumen 3 dokumen 100,00% 208.191.800 207.764.499 99,79% 

  3 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD 

1 laporan 1 laporan 100,00% 16.801.750 16.602.409 98,81% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia 

pada Bidang 
Pembangunan Manusia 

  XIII Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan 
SDA  Sumber Daya Alam) 

Persentase hasil 
koordinasi pengendalian 
yang ditindaklanjuti 
bidang ekonomi 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 101.916.550 8.654.699 8,49% 

      Persentase PD yang telah 
memiliki dokumen 
perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras 
bidang ekonomi 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian  

Jumlah Laporan Hasil 
Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 laporan 7 laporan 100,00% 96.430.750 3.229.585 3,35% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan perangkat 
daerah bidang 
perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 laporan 7 laporan 100,00% 5.485.800 5.425.114 98,89% 

  XIV Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Persentase hasil 
koordinasi pengendalian 
yang ditindaklanjuti 
bidang Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 207.305.450 193.267.147 93,23% 

      Persentase PD yang telah 
memiliki dokumen 
perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras 
bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang Infrastruktur  

Jumlah Laporan Hasil 
Asistensi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 69.514.050 69.095.165 99,40% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi penyusunan 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
bidang Infrastruktur  

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Monitoring 
dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat 
Daerah Bidang 
Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 41.023.900 38.500.544 93,85% 



   

33 
 

No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  3 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinkronisasi Renstra/Renja 
dengan RKPD/RPJMD 
pada Bidang Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 96.767.500 85.671.438 88,53% 

D Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Persentase kajian 
berbasis bukti dalam 
penyelesaian 
permasalahan daerah 
yang termanfaatkan 
dalam kebijakan 
pembangunan daerah 

75 Persentase 75 Persentase 100,00% 270.408.400 270.267.861 99,95% 

  XV Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Sosial dan Kependudukan 

Jumlah dokumen 
penelitian bidang sosial 
dan kependudukan yang 
disusun 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.972.489 99,97% 

  1 Penelitian dan 
Pengembangan bidang 
aspek-aspek sosial 

Penelitian dan 
Pengembangan bidang 
aspek - aspek sosial 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.972.489 99,97% 

  XVI Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan 
Pembangunan 

Jumlah dokumen 
penelitian bidang 
ekonomi dan 
pembangunan yang 
disusun 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.973.023 99,97% 

  1 Penelitian dan 
Pengembangan koperasi, 
usaha kecil dan menengah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penelitian 
dan Pengembangan 
Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.973.023 99,97% 

  XVII Pengembangan Inovasi 
dan Teknologi 

Persentase perangkat 
daerah yang difasilitasi 
dalam penerapan inovasi 
daerah 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 70.409.000 70.322.349 99,88% 

  1 Uji coba dan penerapan 
rancang bangun/model 
replikasi dan invensi di 
bidang difusi inovasi dan 
penerapan teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba dan 
Penerapan Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di 
Bidang Difusi Inovasi dan 
Penerapan Teknologi 

1 laporan 1 laporan 100,00% 70.409.000 70.322.349 99,88% 

JUMLAH 8.764.362.594 7.702.796.872 87,89% 
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a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator: 

a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00 dengan realisasi 88,53 

dan capaian kinerja 99,47%. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung 

oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan yaitu: 
 

1.  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri 

dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

berupa penyusunan 6 (enam) dokumen perencanaan dan pelayanan publik 

yaitu Renja perubahan 2025, Renja 2026, Survey Kepuasaan Masyarakat 2 

semester Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 dan SPIP dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran Rp14.999.000 dan terealisai sebesar 

Rp14.056.117 atau 93,71%. 

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 

laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, 

dan LKJIP. dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp87.955.450 dan 

terealisasi sebesar Rp 86.826.013 atau 98,72% 

 2.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

Subkegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan target 37 orang ASN 

dan terealisasi sebanyak 37 orang ASN. Dilaksanakan dengan alokasi 

anggaran Rp5.121.728.912 dan terealisai sebesar Rp4.504.586.331 atau 

87,95 %.  

2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  

Subkegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan 

honorarium pejabat penggadaan pada Bappeda dengan target 1 dokumen 

hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1 
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dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

Rp307.820.800 dan terealisai sebesar Rp280.789.000 atau 91,22 % 

 3.  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan 

yaitu: 

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa 

pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 43 paket pakaian 

dinas dan kelengkapannya yang diadakan dan terealisasi sebanyak 43 paket 

dengan capaian 100% dilaksanakan alokasi anggaran Rp43.000.000 dan 

terealisai sebesar Rp.42.957.000 atau 99,90%. 

 4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan yaitu: 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, dengan target sebanyak 8 

paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp4.804.000 dan terealisasi sebesar 

Rp4.771.890 atau 99,33%. 

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon 

isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis 

kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 10 paket Bahan logistik 

kantor yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.106.000, dan 

terealisasi sebesar Rp27.188.649 atau 90,31% 

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa 

penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, 

map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), 

penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 3 

paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp18.978.000, dan terealisasi sebesar Rp17.049.155 atau 89,84% 

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
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Subkegiatan ini berupa penyediaan jenis surat kabar nasional yaitu Kompas 

dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, 

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.938.450 dan 

terealisasi sebesar Rp19.800.000 atau 99,31% 

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Subkegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 

laporan fasilitasi kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.404.500 dan 

terealisasi sebesar Rp3.974.670 atau 90,24% 

6) Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Subkegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun 

luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.774.000 dan 

terealisasi sebesar Rp 154.695.853 atau 99,95% 

7) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

Subkegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 

Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.999.900 dan 

terealisasi sebesar Rp11.924.381 atau 99,37%. 

 5.  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri 

dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu: 

1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

Subkegiatan ini berupa 1unit kendaraan dinas jabatan dengan capaian 

kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp599.334.000 dan terealisasi 

Rp446.000.000 atau 74,42%  

2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 
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Subkegiatan ini berupa pengadaan 1unit kendaraan dinas roda 2 operasional  

dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp36.759.000 

dan terealisasi Rp30.056.500 atau 81,77%  

3) Pengadaan Mebel 

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 buah lemari arsip dua pintu, 1 buah 

lemari arsip tiga pintu dan 18 kursi kerja dengan capaian kinerja 100%, 

dilaksanakan dengan alokasi Rp37.074.000 dan terealisasi Rp34.521.000 

atau 93,11%. 

4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Subkegiatan ini berupa pengadaan pengadaan 1 unit finger print, 1 unit 

CCTV, 3unit laptop,8unit printer, 1 unit scanner dengan capaian kinerja 100% 

dilaksanakan dengan alokasi Rp110.635.000 dan terealisasi Rp109.115.500 

atau 98,63%. 

 6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) 

subkegiatan, yaitu: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan 

listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 

dengan target 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 106.584.664 dan terealisasi sebesar Rp 

96.279.391 atau 90,33%. 

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga jasa perorangan yang terdiri 

dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga 

lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan 

penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian 

kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

116.091.418 dan terealisasi sebesar Rp 113.647.655 atau 97,89%. 

 7.  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu: 
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1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan 

pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1unit kendaraan 

dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.950.000 dan terealisasi sebesar 

Rp39.052.226 atau 90,92% 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan 

pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 4unit dan 21unit untuk 

kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.600.000 dan 

terealisasi sebesar Rp 201.584.664 atau 69,37%.  

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Subkegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, 

printer dengan target22 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan 

capaian kinerja 63,64%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp26.750.000 dan terealisasi sebesar Rp16.180.464 atau 60,49%. 

Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena belanja sesuai kebutuhan. 

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

Subkegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 

paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%., 

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.356.000 dan 

terealisasi Rp83.280.000, atau 99,91%. 

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

indikator: 
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a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. Target kinerja pada tahun 2025 

adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. Target kinerja pada tahun 

2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung 

oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu: 

 1.  Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, 

yaitu: 

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik 

Subkegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh 

masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026 dan 

RPJMD 2025–2029 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 

ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta 

perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi dengan 

capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp33.293.000 dan terealisasi sebesar Rp31.067.194 atau 93,31% 

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk membahas 

prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan perangkat 

daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk mendapat 

masukan penyempuraan penetapan RKPD 2026 dan juga pelaksanaan 

musrenbang RPMJD 2025-2029 Kota Payakumbuh dengan target 2 berita 

acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp68.908.750 dan terealisasi sebesar 

Rp65.963.208 atau 95,73%. 

3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan 

Subkegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan 

musrenbang kecamatan dengan target 235 usulan dan terealisasi dengan 

capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

20.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.218.698 atau 96,28%. 

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2026, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
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Daerah Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dengan target 

3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.574.200dan terealisasi sebesar 

Rp331.852.513 atau 97,15%. 

 2.  Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota 

Subkegiatan ini berupa penyusunan buku profil daerah kota payakumbuh target 

kinerja 1 buku, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp11.429.500 dan terealisasi sebesar Rp11.336.278 

atau 99,18%. 

 3.  Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa pengendalian perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah berupa koordinasi pelaksanaan DAK, dengan target 

sebesar 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.770.750 dan 

terealisasi sebesar Rp 15.741.869 atau 99,82% 

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah. 

Subkegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD 2026 dan 

perubahan RKPD 2025 dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.039.000 dan 

terealisasi sebesar Rp80.894.481 atau 95,13%. 

 4.  Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan 

Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan 

Daerah. 

Subkegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembagunan daerah 

yang tertuang dalam Apikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 
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dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintahan 

daerah di bidang pembangunan daerah yaitu pada dokumen RKPD 2026, 

Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 dan terealisasi dengan capaian 

kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp90.773.900 dan 

terealisasi sebesar Rp89.780.275 atau 98,91%. 

c Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

indikator: 

a. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% 

dan capaian kinerja 100%. 

b. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan 

realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

c. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan 

SDA. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan 

capaian kinerja 100%. 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung 

oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu: 

 1.  Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 

terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:  

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 

Subkegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen 

RKPD 2026 dengan Renja. Dengan target 16 dokumen Renja 2026 lingkup 

bidang sosial budaya, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.307.450, dan terealisasi sebesar 

Rp21.049.282 atau 98,79% 

2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Subkegiatan ini berupa Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yaitu dokumen 

RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025, RPJMD 2025-2029   terealisasi dengan 
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capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

Rp.208.191.800 dan terealisasi sebesar Rp 207.764.499 atau 99,79%. 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hormanisasi Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Subkegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan 

penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan 

instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian 

program - program penanggulangan kemiskinan dengan target 1 laporan 

LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp16.801.750- dan terealisasi sebesar 

Rp16.602.409 atau 98,81% 

 2.  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 

terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian 

Subkegiatan ini berupa asistensi kesesuaian penyusunan dokumen Renja 

dengan dokumen RKPD 2026 lingkup bidang ekonomi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 

laporan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.430.750, dan terealisasi sebesar 

Rp3.229.750, atau 3,35%. Pada kegiatan ini selain 7 laporan asistensi yang 

telah dilaksanakan juga terdapat penyusunan Dokumen RAD Pangan dan 

Gizi yang tidak dapat ditambahkan kedalam target subkegiatan karena ketika 

penyusunan subkegiatan output sudah terkunci oleh sistem. Dokumen RAD 

Pangan dan Gizi tidak terlaksana karena RAD Pangan dan gizi 

penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, informasi awal dari Bappenas 

bulan September dan Oktober 2025 harus selesai, pada pelaksanaannya 

sampai akhir desember 2025 juknisnya tidak ada. Sehingga realisasi 

anggaran hanya 3,35% 

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD 

dengan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi pada Badan 
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Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 

laporan yang dimonitoring dan dievaluasi dan terealisasi dengan capaian 

kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.485.800 

dan terealiasi sebesar Rp5.425.114, atau 98,89%. 

 3.  Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 

(tiga) subkegiatan yaitu: 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa asistensi penyusunan RKPD 2026 dengan Renja 

2026 lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 8 

laporan yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renja 2026 bidang 

infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.514.050 dan terealisasi sebesar 

Rp69.095.165 atau 99,40%. 

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen RKPD 

lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 

laporan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renja 

Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan anggaran sebesar Rp41.023.900 dan terealisasi sebesar 

Rp38.500.544 atau 93,85% 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa sikronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen 

RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 8 

laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD pada bidang infrrastruktur dan 

terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran 

sebesar Rp96.767.500 dan terealisasi sebesar Rp85.671.438 atau 88,53%. 
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d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator Persentase kajian berbasis 

bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan 

pembangunan daerah. Target kinerja pada tahun 2026 adalah 75% dengan realisasi 

75% dan capaian kinerja 100%. 

Program Penelitian dan Pengembangan  daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 

3 (tiga) subkegiatan yaitu: 

 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung 

dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial 

Subkegiatan ini berupa penelitian bidang sosial dengan judul Fenomena 

peningkatan minat terhadap sekolah swasta dibanding sekolah negeri, dengan 

target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700, dan terealisasi sebesar Rp 99.972.489 

atau 99,97%. 

 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung 

dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Subkegiatan ini berupa penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, dengan 

judul Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (rekomendasi 

arsitektur). Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700 dan 

terealisasi sebesar Rp99.973.349 atau 99,97%. 

 3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang 

difusi inovasi dan penerapan teknologi 

Subkegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk 

inovasi unggulan pada semua perangkat daerah dengan target 1 laporan hasil 

fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.409.000, dan terealisasi 

sebesar Rp70.322.349 atau 99,88%. 

 

2. Indeks Inovasi Daerah 
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A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

       Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 
Tabel 3.10 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 
 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 
2025 

Realisasi  
Tahun 2025 

Capaian % 

1 Indeks Inovasi Daerah Nilai 54,85 51,50 93,89 

 

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 54,86 Kota 

Payakumbuh memperoleh nilai 51,50 atau sebesar 93,89%.  Indeks Inovasi 

Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian resmi dari Kementerian 

Dalam Negeri terhadap pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

baik digital maupun non-digital, yang telah dilaporkan. IID digunakan untuk 

mengukur tingkat inovasi daerah, memotivasi peningkatan pelayanan publik, 

dan memberikan penghargaan (Innovative Government Award) 
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Gambar 3.2 
INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2025 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 adalah  

51,50 

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 

Beberapa Tahun Sebelumnya 

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat 

dilihat dalam Tabel 3.11 

 
Tabel 3.11 

Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun 
Sebelumnya 

 
No Indikator 

Kinerja 
Utama 

Satuan Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Indeks 
Inovasi 
Daerah 

Nilai 9.583 41,47 54,62 54,85 51,50 93,89 

 Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

 

Indeks inovasi daerah yang di terbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri setiap 

tahunnya, Nilai inovasi tahun 2022 merupakan masa transisi inovasi pelayanan publik 

yang lebih umum dan efisiensi birokrasi sedangkan tahun 2023-2024 lebih berfokus 

pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (dampak langsung pada 

masyarakat).  Tahun 2022 skor inovasi daerah 9.583, sedangkan dari tahun 2023 ke 

tahun 2024 terjadi peningkatan nilai indeks inovasi daerah dan di tahun 2025 terjadi 

penurunan 3,12point dari tahun 2024. 

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen 

perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda 

Tahun 2029 dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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Tabel 3.12 

Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Dokumen Jangka Menengah 
 

No Tujuan Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

Persentase 
Capaian 
Realisasi 
2025 (%) 

Persentase 
Terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Berbasis Inovasi 
dan Kelitbangan 

Indeks Inovasi 
Daerah 

Nilai 54,85 51,50 55,95 93,89 92,05 

          Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025 

  

Dari tabel diatas dapat dilhat, bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah 93,89%, jika dibandingan dengan target akhir Renstra  

baru tercapai 92,05% 

 

D. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/beberapa daerah di Indonesia 

 Berikut adalah contoh data nilai indeks inovasi tahun 2025 dari beberapa daerah: 

a. Kota Parepare 66,84 

b. Kota Serang 66,82 

c. Kota Sawahlunto 66,08 

d. Kota Kedir 66,01 

Nilai Indeks Inovasi Payakumbuh 51,50 masih dibawah nilai beberapa daerah di atas. 
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E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan 

Dalam mencapai target kualitas indeks kualitas  perencanaan, Bappeda Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan 

telah dilakukan langkah–langkah untuk meningkatan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 3.13 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 
 

No Tujuan Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis Keberhasilan / Kegagalan Solusi Yang Dilakukan 

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis 

Inovasi dan Kelitbangan 

Indeks Inovasi 

Daerah 

54,85 51,50 93,89 Kurangnya minat perangkat daerah dalam 

mengusulkan inovasi  

dilakukan penguatan komitmen daerah 

terkait dengan inovasi 

Sumber:Bappeda kota payakumbuh tahun 2025 

 
 

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

          Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.14 
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja  

 
No Tujuan Indikator Satuan Kinerja Keuangan % 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan 
Berbasis Inovasi dan Kelitbangan  

Indeks Inovasi 
Daerah 

Nilai 54,85 51,50 93,89% Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten / Kota 

7.270.643.094   6.338.336.459  87,18% 

   
        Program Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah 
667.788.100      646.854.516  96,87% 

    
 

        Program Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

555.523.000      447.338.036  80,53% 

              Program Penelitian dan Pengembangan 
Daerah 

270.408.400      270.267.861  99,95% 
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No Tujuan Indikator Satuan Kinerja Keuangan % 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

            93,89%   8.764.362.594   7.702.796.872  87,89% 

Tingkat efisiensi 6,00%       

Tingkat efektivitas 106,83%       

 
 

Dari Tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai tujuan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Berbasis Inovasi dan Kelitbangan, 

didukung oleh semua program bappeda. Capaian Kinerja dari indikator indeks inovasi daerah  93,89% sedangkan capaian keuangan 

dari  program yang mendukungnya yaitu 87,89%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian 

kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 6,00%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian 

kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 106,83%. 

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sama 

dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan Kinerja 
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3.1.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  

 Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

dapat dijelaskan sebagai berikut 

Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 

A. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini 

Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat   pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.16 
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 
No Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Target Tahun 

2025 
Realisasi  

Tahun 2025 
Capaian % 

1 Nilai Evaluasi AKIP 
Oleh Inspektorat 

Nilai 85,00 83,00 97,65 

        Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 85 Bappeda Kota 

Payakumbuh memperoleh nilai 83 atau sebesar 97,65%.  Nilai Evaluasi AKIP Oleh 

Inspektorat adalah skor hasil penilaian atas implementasi SAKIP yang mencakup 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas 

kinerja internal. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi berorientasi hasil dan 

digunakan sebagai bahan perbaikan akuntabilitas. 

Inspektorat menggunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) untuk menilai tingkat 

efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian hasil, bertujuan agar instansi menjadi 

lebih akuntabel dan berorientasi kinerja.  

Nilai akhir evaluasi AKIP dikategorikan menjadi beberapa predikat berdasarkan 

tingkat kinerjanya 

• AA (Sangat Memuaskan): > 90 - 100 

• A (Memuaskan): > 80 - 90 

• BB (Sangat Baik): > 70 - 80 

• B (Baik): > 60 - 70 

• CC (Cukup): > 50 - 60 

• C (Kurang): > 30 - 50 

• D (Sangat Kurang): 0 - 30  
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Gambar 3.3 
LHE SAKIP BAPPEDA TAHUN 2025 
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  Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh 
 

 
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat  

tahun 2025 adalah  83,00 
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B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 

Tahun Sebelumnya 

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat 

dilihat dalam Tabel 3.17 

 
Tabel 3.17 

Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Dengan Tahun 
Sebelumnya 

 
No Indikator 

Kinerja 
Utama 

Satuan Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Nilai 
Evaluasi 
AKIP Oleh 
Inspektorat 

Nilai 81,50 81,50 82,65 85,00 83,00 97,65 

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

Setiap tahun nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh inspektorat terjadi peningkatan.  

 

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen 

perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda 

Tahun 2029 dapat dilihat pada table di bawah ini: 

 

Tabel 3.18 
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 

Dokumen Jangka Menengah 
 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

Persentase 
Capaian 
Realisasi 
2025 (%) 

Persentase 
Terhadap 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 
Evaluasi 
AKIP Oleh 
Inspektorat 

Nilai 85,00 83,00 87,00 97,65 95,40 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Dari table diatas dapat dilhat, bahwa capaian Nilai Evaluasi AKIP Oleh 

Inspektorat 97,65%, jika dibandingan dengan target akhir Renstra baru tercapai 

95,40%. 
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D. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/beberapa 

instansi dan daerah di Indonesia 

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 

2024–2025, nilai yang diperoleh berbagai instansi menunjukkan tren peningkatan, 

dengan mayoritas berada di kategori "Sangat Baik" (BB) hingga "Memuaskan" (A). 

Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) 

pada masing-masing instansi berdasarkan komponen perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.  

         Nilai evaluasi AKIP/SAKIP Tahun 2024–2025 dari berbagai sumber: 

• Kementerian Hukum (Kemenkumham): Mencapai nilai 78,32 pada tahun 2025. 

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam mencapai target Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat, Bappeda Kota 

Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah–langkah 

untuk meningkatan capaian kinerja, seperti pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 3.19 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 
 

No Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan / 

Kegagalan 

Solusi 

Yang 

Dilakukan 

1 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah  

Nilai 

Evaluasi 

AKIP Oleh 

Inspektorat 

85,00 83,00 97,65 Koordinasi yang 

baik antar bidang 

 

      Komitmen ASN 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan  

 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 
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F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.20 

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja  
 

No Sasaran Indikator Satuan 
Kinerja Keuangan 

% 
Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

1 Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi 
AKIP Oleh 
Inspektorat 

Nilai 85,00 83,00 97,65% Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten / 
Kota 

7.270.643.094  6.338.336.459  87,18% 

Tingkat efisiensi 10,47%       

Tingkat efektivitas 112,01%       

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

 

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, didukung 

oleh 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Capaian Kinerja dari indikator Nilai Evaluasi 

AKIP oleh Inspektorat sebesar 97,65% sedangkan capaian keuangan dari program yang mendukungnya yaitu 87,18%. Dari data 

tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 10,47%, 

sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 112,01%. 

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Analisa program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel.3.21 
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

 
 

No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

A Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten / 
Kota 

Nilai IKM 89 Nilai 88,53 Nilai 99,47%          
7.270.643.094  

         
6.338.336.459  

87,18% 

      Nilai IKM Bappeda 89 Nilai 88,53 Nilai 99,47%       

  I Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Pemerintah 

Persentase capaian kinerja 
program / kegiatan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 102.954.450 100.882.130 97,99% 

      Persentase sasaran, progam dan 
kegiatan Renja Bappeda yang 
selaras dengan Renstra 
Bappeda 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6  dokumen 6  dokumen 100,00% 14.999.000 14.056.117 93,71% 

  2 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

6  Laporan 6  Laporan 100,00% 87.955.450 86.826.013 98,72% 

  II Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah  

Persentase capaian realisasi 
keuangan program kegiatan 

95 Persentase 87,89 Persentase 92,52%          
5.429.549.712  

         
4.785.375.331  

88,14% 

  1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

37 orang/bulan 37 orang/bulan 100,00%             
5.121.728.912  

            
4.504.586.331  

87,95% 

  2 Penyediaan administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

1 dokumen 1 dokumen 100,00%                
307.820.800  

               
280.789.000  

91,22% 

  III Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah  

Persentase tertib administrasi 
kepegawaian perangkat daerah 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%                 
43.000.000  

                
42.957.000  

99,90% 

  1 Pengadaan pakaian dinas 
beserta atribut kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

43 paket 43 paket 100,00%                   
43.000.000  

                  
42.957.000  

99,90% 

  IV Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase layanan umum 
Bappeda sesuai standar 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 245.004.850 239.404.598 97,71% 

  1 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan 

8 paket 8 paket 100,00% 4.804.000 4.771.890 99,33% 

  2 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

10 paket 10 paket 100,00% 30.106.000 27.188.649 90,31% 

  3 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

3 paket 3 paket 100,00% 18.978.000 17.049.155 89,84% 

  4 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

1 dokumen 1 dokumen 100,00% 19.938.450 19.800.000 99,31% 

  5 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

1 laporan 1 laporan 100,00% 4.404.500 3.974.670 90,24% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  6 Penyelengaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 laporan 1 laporan 100,00% 154.774.000 154.695.853 99,95% 

  7 Dukungan pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD 

1 dokumen 1 dokumen 100,00% 11.999.900 11.924.381 99,37% 

  V Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase kondisi sarana dan 
prasarana kantor dalam kondisi 
baik 

80 Persentase 80 Persentase 100,00% 783.802.000 619.693.000 79,06% 

  1 Pengadaan kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan dinas jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 unit 1 unit 100,00% 599.334.000 446.000.000 74,42% 

  2 Pengadaan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan 

1 unit 1 unit 100,00% 36.759.000 30.056.500 81,77% 

  3 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

20 unit 20 unit 100,00% 37.074.000 34.521.000 93,11% 

  4 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

14 unit 14 unit 100,00% 110.635.000 109.115.500 98,63% 

  VI Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase layanan umum 
Bappeda sesuai standar 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 222.676.082 209.927.046   

  1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 106.584.664 96.279.391 90,33% 

  2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 116.091.418 113.647.655 97,89% 

  VII Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase kondisi sarana dan 
prasarana kantor dalam kondisi 
baik 

80 Persentase 80 Persentase 100,00% 443.656.000 340.097.354 76,66% 

  1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

1 unit 1 unit 100,00% 42.950.000 39.052.226 90,92% 

  2 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

25 unit 25 unit 100,00% 290.600.000 201.584.664 69,37% 

  3 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

22 unit 14 unit 63,64% 26.750.000 16.180.464 60,49% 

  4 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 unit 1 unit 100,00% 83.356.000 83.280.000 99,91% 
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a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 

indikator: 

a. Nilai IKM. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 89,00 dengan realisasi 88,53 

dan capaian kinerja 99,47%. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung 

oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan yaitu: 
 

1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri 

dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

berupa penyusunan 6 (enam) dokumen perencanaan dan pelayanan publik 

yaitu Renja perubahan 2025, Renja 2026, Survey Kepuasaan Masyarakat 2 

semester Tahun 2025 dan Renstra 2025-2029 dan SPIP dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran Rp14.999.000 dan terealisai sebesar 

Rp14.056.117 atau 93,71%. 

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa penyusunan 6 

laporan kinerja perangkat daerah yaitu laporan triwulan I, II, III, dan IV, LKPJ, 

dan LKJIP. dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp87.955.450 dan 

terealisasi sebesar Rp 86.826.013 atau 98,72%. 
 

 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

Subkegiatan ini berupa pembayaran gaji, dan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan target 37 orang ASN 

dan terealisasi sebanyak 37 orang ASN. Dilaksanakan dengan alokasi 

anggaran Rp5.121.728.912 dan terealisai sebesar Rp4.504.586.331 atau 

87,95 %.  

2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  

Subkegiatan ini berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan 

honorarium pejabat penggadaan pada Bappeda  dengan target 1 dokumen 

hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dan terealisasi 1 
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dokumen dengan capaian 100%, dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

Rp307.820.800 dan terealisai sebesar Rp280.789.000 atau 91,22 % 

 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan 

yaitu: 

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya berupa 

pengadaan pakaian dinas bagi ASN Bappeda dengan target 43 paket pakaian 

dinas dan kelengkapannya yang diadakan dan terealisasi sebanyak 43 paket 

dengan capaian 100% dilaksanakan alokasi anggaran Rp43.000.000 dan 

terealisai sebesar Rp.42.957.000 atau 99,90%. 

 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan yaitu: 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor Bappeda Kota Payakumbuh, dengan target sebanyak 8 

paket dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp4.804.000 dan terealisasi sebesar 

Rp4.771.890 atau 99,33%. 

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor berupa air galon 

isi ulang, hand sanitizer, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, alat tulis 

kantor dan alat kebersihan kantor dengan target 10 paket Bahan logistik 

kantor yang disediakan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.106.000, dan 

terealisasi sebesar Rp27.188.649 atau 90,31% 

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa 

penyediaan barang cetak (Amplop dinas, kop surat logo, memo, kop dinas, 

map kop dinas, lembar disposisi, kwitansi NCR, BKU NCR, SPP/SPM), 

penggandaan dan penjilidan dan cetak spanduk dengan target sebanyak 3 

paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dan terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp18.978.000, dan terealisasi sebesar Rp17.049.155 atau 89,84% 
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4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

Subkegiatan ini berupa penyediaan jenis surat kabar nasional yaitu Kompas 

dengan target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%, 

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.938.450 dan 

terealisasi sebesar Rp19.800.000 atau 99,31% 

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Subkegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum tamu pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 

laporan fasilitasi kunjungan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.404.500 dan 

terealisasi sebesar Rp3.974.670 atau 90,24% 

6) Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Subkegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun 

luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh untuk mengikuti rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi, dengan target 1 laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp154.774.000 dan 

terealisasi sebesar Rp 154.695.853 atau 99,95% 

7) Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

Subkegiatan ini berupa pengelolaan website Bappeda, dengan target 1 

Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.999.900 dan 

terealisasi sebesar Rp11.924.381 atau 99,37%. 

 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri 

dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu: 

1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

Subkegiatan ini berupa 1unit kendaraan dinas jabatan dengan capaian 

kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp599.334.000 dan terealisasi 

Rp446.000.000 atau 74,42%  
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2) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1unit kendaraan dinas roda 2 operasional  

dengan capaian kinerja 100%, dilaksanakan dengan alokasi Rp36.759.000 

dan terealisasi Rp30.056.500 atau 81,77%  

3) Pengadaan Mebel 

Subkegiatan ini berupa pengadaan 1 buah lemari arsip dua pintu, 1 buah 

lemari arsip tiga pintu dan 18 kursi kerja dengan capaian kinerja 100%, 

dilaksanakan dengan alokasi Rp37.074.000 dan terealisasi Rp34.521.000 

atau 93,11%. 

4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Subkegiatan ini berupa pengadaan pengadaan 1 unit finger print, 1 unit 

CCTV, 3unit laptop,8unit printer, 1 unit scanner dengan capaian kinerja 100% 

dilaksanakan dengan alokasi Rp110.635.000 dan terealisasi Rp109.115.500 

atau 98,63%. 

 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) 

subkegiatan, yaitu: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan 

listrik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 

dengan target 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 106.584.664 dan terealisasi sebesar Rp 

96.279.391 atau 90,33%. 

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Subkegiatan ini berupa penyediaan jasa tenaga jasa perorangan yang terdiri 

dari penyediaan jasa sopir kepala badan dan penyediaan jasa tenaga 

lainnya (kebersihan dan penjaga malam) pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1 laporan 

penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan terealisasi dengan capaian 

kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

116.091.418 dan terealisasi sebesar Rp 113.647.655 atau 97,89%. 

 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu: 
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1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan 

pelumas kendaraan dinas roda empat Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan target 1unit kendaraan 

dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.950.000 dan terealisasi sebesar 

Rp39.052.226 atau 90,92% 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

Subkegiatan ini berupa pembayaran pajak, bahan bakar minyak, servis dan 

pelumas kendaraan dinas roda empat sebanyak 4unit dan 21unit untuk 

kendaraan dinas roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Payakumbuh dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.600.000 dan 

terealisasi sebesar Rp 201.584.664 atau 69,37%.  

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Subkegiatan ini berupa servis komputer, pendingin ruangan (AC), Laptop, 

printer dengan target 22 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan 

capaian kinerja 63,64%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp26.750.000 dan terealisasi sebesar Rp16.180.464 atau 60,49%. 

Rendahnya realisasi fisik dan keuangan karena belanja sesuai kebutuhan. 

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

Subkegiatan ini berupa rehabilitasi gedung kantor Bappeda dengan target 1 

paket rehap gedung kantor dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%., 

dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.356.000 dan 

terealisasi Rp83.280.000 atau 99,91%. 
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3.1.3  Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

  Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, 

dapat dijelaskan sebagai berikut 

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

        Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.22 
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 
Tahun 2025 

Realisasi  
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Indeks Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Indeks 90,00 80,31 89,23 

        Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

 

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 90,00 Kota Payakumbuh 

memperoleh nilai 80,31 atau sebesar 89,23%.  Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses 

perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan 

prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

67 
 

Gambar 3. 4 

Perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 
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Indikator Bobot 
(%) 

Defenisi Operasional Formula Perhitungan EVIDEN 2025 2025 

 

  

Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

  

Penilaian terhadap sejauh mana dokumen 
perencanaan pembangunan daerah 
disusun secara berkualitas, terpadu, 
konsisten, partisipatif, serta sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

                   n                                    
n 

                  IPPD ={∑ (skor i x 
bobot i)}/∑ bobot i 

                    i=1                                 
i=1 

  

  

 

-   

Indeks Kualitas Perencanaan 
Pembangunan Daerah (IKPPD) 

adalah jumlah dari hasil perkalian 
skor setiap komponen 

perencanaan dengan bobot 
komponen tersebut, untuk semua 

komponen dari komponen 
pertama sampai komponen 

terakhir." 

  

  

 

    

IKPPD : Indeks Kualitas 

Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

  
  

 

    
Skor i = Skor yang diperoleh 

untuk komponen ke-i 
  

  
 

     
Bobot i  = Bobot yang ditetapkan 

untuk komponen ke-i 
  

  
 

      
n =  Jumlah komponen kualitas 

perencanaan 
  

  
 

1 Kelengkapan 
dokumen 

5 Dokumen perencanaan yang disusun 
(RKPD, Perubahan RKPD, Renja (semua 
opd), Perubahan Renja (semua opd)) 

Jumlah dokumen perencanaan 
yang selesai disusun/jumlah 
dokumen perencanaan yang 
seharusnya selesai disusun 

1. RPJMD 
2. RKPD 2026 
3. PERUBAHAN 
RKPD 2025 
4. RENSTRA 
5. RENJA 2026 
6. PERUBAHAN 
RENJA 2025 

5 

 

2 Keselarasan 
antar dokumen 
perencanaan 

20 - RPJMD selaras dengan RPJPD 
- RKPD selaras dengan RPJMD 
- Renstra selaras dengan RPJMD 
- Renja selaras dengan RKPD 

Keselarasan antar dokumen 
perenacanaan 

  20 

 

3 Keterpaduan 
dengan prioritas 
nasional 

15 Prioritas Nasional (asta cita) harus di 
dukung oleh program dan Kegiatan 
Daerah 

Jumlah Prioritas Nasional yang 
didukung RKPD/ Total Jumlah 
Prioritas Nasional 

  

15  

4 Tingkat 
Partisipasi 
Masyarakat 

15 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
musrenbang kota 

jumlah unsur masyarakat yang 
diundang/total jumlah undangan 
untuk masyarakat 

  

1,25  

5 Penggunaan 
SIPD 

15 Proses penyusunan dokumen 
perencanaan harus melalui SIPD 
(Musrenbang kelurahan (47 Kelurahan), 
musrenbang kecamatan (5 Kecamatan), 
pokir (25 Anggota DPRD), hibah bansos, 
Renja (31 OPD), RKPD, Perubahan 

Renja(31 OPD), RKPD Perubahan, 
Evaluasi dan Pelaporan Renja (31 OPD), 
Evaluasi dan Pelaporan RKPD, 
penggunaan e-wali data (29 Urusan)) 

Jumlah proses dan kelembagaan 
yang menggunakan SIPD/ 
Jumlah seluruh proses dan 
lembaga yang seharusnya 
menggunakan SIPD 

  15 

 

6 Ketepatan waktu 
penyusunan 
dokumen 

15 Dokumen disusun dan ditetapkan sesuai 
jadwal Permendagri (RKPD, Perubahan 
RKPD, Renja, Perubahan Renja) 

Jumlah dokumen perencanaan 
yang diselesaikan tepat waktu/ 
jumlah dokumen perencanaan 
yang disusun 

yang tidak 
sesuai RKPD 
dan RKPD 
PERUBAHAN 

10  

7 Persentase 
capaian target 
indikator kinerja 
utama  

15 Target Indikator Kinerja Utama yang 
diperjanjikan dalam RPJMD 

Jumlah IKU RPJMD yang 
mencapai target dibagi jumlah 
IKU RPJMD 

  14,0625 

 

    100       80,3125 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

Daerah tahun 2025 adalah 80,31 

 

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 

Tahun Sebelumnya 

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 

3.23 

 

Tabel 3.23 
Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 

Sebelumnya  
 
 

No Indikator 
Kinerja 
Utama 

Satuan Realisasi 
Tahun 
2022 

Realisasi 
Tahun 
2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Capaian % 

1 Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Indeks NA NA NA 90,00 80,31 89,23 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam penyusunan dokumen rencana strategi tahun 

2025-2029 untuk unsur perencanaan memakai indikator Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah, sehingga tidak ada perbandingan untuk tahun sebelumnya. 

 

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen 

perencanaan jangka menengah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda 

Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.24 
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 

Dokumen Jangka Menengah 
 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

Persentase 
Capaian 
Realisasi 
2025 (%) 

Persentase 
Terhadap 

Target Akhir 
Renstra 

2029 

1 Meningkatnya 
Kualitas 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Indeks 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Indeks 90,00 80,31 92,00 89,23 87,29 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Dari tabel diatas dapat dilhat, bahwa capaian Indeks Perencanaan Pembangunan 

Daerah 89,23%, jika dibandingan dengan target akhir Renstra  baru tercapai 87,29%. 

 

D. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain 

di Indonesia 

Sampai saat ini belum ada perbandingan indeks perencanaan pembangunan 

daerah dengan daerah lain. 

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam mencapai target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda 

Kota Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah-langkah 

: 
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Tabel 3.25 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 
 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis Keberhasilan / Kegagalan Solusi Yang Dilakukan 

1 Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Indeks Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

90,00 80,31 89,23 Dalam penyusunan dokumen RKPD 

dan Perubahan RKPD tidak sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan 

Pada penyusunan dokumen RKPD 

selanjutnya akan menyesuaikan 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

          Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.26 
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja 

 
No Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan % 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

1 Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah  

Indeks Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Nilai 90,00 80,31 89,23% Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

667.788.100 646.854.516 96,87% 

              Program Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

555.523.000 447.338.036 80,53% 

              Total 1.223.311.100 1.094.192.552 89,45% 

Tingkat efisiensi -0,22%       

Tingkat efektivitas 99,75%       

 
  

Dari Tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah , didukung 

oleh dua program Bappeda. Capaian Kinerja dari indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 89,23% sedangkan capaian 
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keuangan dari  program yang mendukungnya yaitu 89,45%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi 

capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar -0,22%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara 

capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 99,75%. 

G. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Analisa Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks Perencanaan Pembangunan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel.3.27 
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

A Program Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Persentase keselarasan RPJMD dengan 
RKPD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 667.788.100 646.854.516 96,87% 

      Persentase keselarasan RPJMD dengan 
Renstra PD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 587.975.700 566.350.713 96,32% 

  I Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Persentase konsistensi program RKPD 
terhadap program RPD 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 464.774.950 449.101.613 96,63% 

      Persentase Pagu Belanja dalam RKPD 
yang mengakomodir usulan masyarakat 

19,5 Persentase 20,48 Persentase 105,03%       

  1 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 berita acara 2 berita acara 100,00% 33.293.000 31.067.194 93,31% 

  2 Pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Berita Acara Musrenbang 
Kabupaten/Kota 

2 berita acara 2 berita acara 100,00% 68.908.750 65.963.208 95,73% 

  3 Penyiapan Bahan Koordinasi 
Musrenbang Kecamatan 

Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 
Kecamatan 

235 usulan 235 usulan 100,00% 20.999.000 20.218.698 96,28% 

  4 Koordinasi Penyusunan dan 
Penetapan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 

3  dokumen 3  dokumen 100,00% 341.574.200 331.852.513 97,15% 

  II Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Persentase tingkat ketersediaan data 
pembangunan daerah 

98,5 
  

Persentase 98,5 Persentase 100,00% 11.429.500 11.336.278 99,18% 

  1 Penyusunan profil pembangunan 
daerah kabupaten/kota 

Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah 
yang Diterbitkan 

1 buku 1 buku 100,00% 11.429.500 11.336.278 99,18% 

  III Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan Bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase data capaian kinerja PD yang 
akuntabel 

97,5 Persentase 97,5 Persentase 100,00% 100.809.750 96.636.350 95,86% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

      Persentase PD yang mencapai target 
kinerja tahunan rata-rata minimal 90% 

93,55 Persentase 93,55 Persentase 100,00%       

  1 Koordinasi Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah di 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pembangunan 

1 laporan 1 laporan 100,00% 15.770.750 15.741.869 99,82% 

  2 Monitoring, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 
Pembangunan Daerah 

2 laporan 2 laporan 100,00% 85.039.000 80.894.481 95,13% 

  IV Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

Persentase implementasi SIPD sesuai 
tahapan perencanaan 

71,43 Persentase 71,43 Persentase 100,00% 90.773.900 89.780.275 98,91% 

      Tingkat aksebilitas data 100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Penerapan Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah Di Bidang 
Pembangunan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 
Pembangunan Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 100,00% 90.773.900 89.780.275 98,91% 

B Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase keselarasan RKPD dengan 
Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 555.523.000 447.338.036 80,53% 

      Persentase keselarasan RKPD dengan 
Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

      Persentase keselarasan RKPD dengan 
Renja PD pada Bidang Perekonomian 
dan SDA 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  I Koordinasi Perencanaan 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

Persentase hasil koordinasi 
pengendalian yang ditindaklanjuti bidang 
sosial budaya 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 246.301.000 245.416.190 99,64% 

      Persentase PD yang telah memiliki 
dokumen perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras 
bidang sosial budaya 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pemerintahan 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pemerintahan yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

16 dokumen 16 dokumen 100,00% 21.307.450 21.049.282 98,79% 

  2 Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Bidang 
Pembangunan Manusia yang Dikoordinir 
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 
RKPD) 

3 dokumen 3 dokumen 100,00% 208.191.800 207.764.499 99,79% 

  3 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Pembangunan 
Manusia 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Pembangunan Manusia 

1 laporan 1 laporan 100,00% 16.801.750 16.602.409 98,81% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator 
Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian  Target Realisasi Capaian 

  II Koordinasi Perencanaan 
Bidang Perekonomian dan SDA  
Sumber Daya Alam) 

Persentase hasil koordinasi 
pengendalian yang ditindaklanjuti bidang 
ekonomi 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 101.916.550 8.654.699 8,49% 

      Persentase PD yang telah memiliki 
dokumen perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras bidang ekonomi 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian  

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

7 laporan 7 laporan 100,00% 96.430.750 3.229.585 3,35% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan 
perangkat daerah bidang 
perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

7 laporan 7 laporan 100,00% 5.485.800 5.425.114 98,89% 

  III Koordinasi Perencanaan 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

Persentase hasil koordinasi 
pengendalian yang ditindaklanjuti bidang 
Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 207.305.450 193.267.147 93,23% 

      Persentase PD yang telah memiliki 
dokumen perencanaan yang baik, 
konsisten dan selaras bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

100 Persentase 100 Persentase 100,00%       

  1 Asistensi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur  

Jumlah Laporan Hasil Asistensi 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 
Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 69.514.050 69.095.165 99,40% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan 
daerah bidang Infrastruktur  

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 41.023.900 38.500.544 93,85% 

  3 Koordinasi Pelaksanaan 
Sinergitas dan Harmonisasi 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bidang Infrastruktur 

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 
Bidang Infrastruktur 

8 laporan 8 laporan 100,00% 96.767.500 85.671.438 88,53% 
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a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 

indikator: 

a. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. Target kinerja pada tahun 2025 

adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. Target kinerja pada tahun 

2025 adalah 100% dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung 

oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu: 

 1.  Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, 

yaitu: 

1) Pelaksanaan Konsultasi Publik 

Subkegiatan ini berupa Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh 

masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026 dan 

RPJMD 2025–2029 yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan 

dan ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta 

perwakilan masyarakat dengan target 2 berita acara dan terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp33.293.000 dan terealisasi sebesar Rp31.067.194 atau 

93,31% 

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa forum antar pelaku pembangunan untuk 

membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan 

perangkat daerah dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota untuk 

mendapat masukan penyempuraan penetapan RKPD 2026 dan juga 

pelaksanaan musrenbang RPMJD 2025-2029 Kota Payakumbuh dengan 

target 2 berita acara dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.908.750 dan 

terealisasi sebesar Rp65.963.208 atau 95,73%. 

3) Penyiapan Bahan Musrenbang Kecamatan 

Subkegiatan ini berupa penyiapan bahan dan usulan untuk pelaksanaan 

musrenbang kecamatan dengan target 235 usulan dan terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran 
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sebesar Rp 20.999.000 dan terealisasi sebesar Rp 20.218.698 atau 

96,28%. 

4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026, dokumen Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, 

dengan target 3 dokumen dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.574.200dan 

terealisasi sebesar Rp331.852.513 atau 97,15%. 

 2.  Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota 

Subkegiatan ini berupa penyusunan buku profil daerah kota payakumbuh 

target kinerja 1 buku, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.429.500 dan terealisasi sebesar 

Rp11.336.278 atau 99,18%. 

 3.  Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Daerah di Kabupaten/Kota 

Subkegiatan ini berupa pengendalian perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah berupa koordinasi pelaksanaan DAK, dengan 

target sebesar 1 laporan dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.770.750 dan 

terealisasi sebesar Rp 15.741.869 atau 99,82% 

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah. 

Subkegiatan ini berupa evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD 

2026 dan perubahan RKPD 2025 dengan target 2 laporan dan terealisasi 

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.039.000 

dan terealisasi sebesar Rp80.894.481 atau 95,13%. 
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 4.  Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan 

Daerah. 

Subkegiatan ini berupa forum kegiatan pengumpulan data pembagunan 

daerah yang tertuang dalam Apikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

(SIPD) dengan target 3 dokumen hasil penerapan sistem informasi 

pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah yaitu pada dokumen 

RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 dan terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar 

Rp90.773.900 dan terealisasi sebesar Rp89.780.275,- atau 98,91%. 

b Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

indikator: 

a. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 

100% dan capaian kinerja 100%. 

b. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% 

dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100%. 

c. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian 

dan SDA. Target kinerja pada tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% 

dan capaian kinerja 100%. 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung 

oleh 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yaitu: 

 1.  

 

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 

terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan yaitu:  

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) 

Subkegiatan ini berupa koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen 

RKPD 2026 dengan Renja. Dengan target 16 dokumen Renja 2026 lingkup 

bidang sosial budaya, terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 
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Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.307.450, dan 

terealisasi sebesar Rp21.049.282 atau 98,79% 

2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

Subkegiatan ini berupa Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yaitu dokumen 

RKPD 2026, Perubahan RKPD 2025, RPJMD 2025-2029   terealisasi 

dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. Rp.208.191.800 dan terealisasi sebesar Rp 207.764.499 atau 

99,79%. 

3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hormanisasi Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

Subkegiatan ini berupa koordinasi yang optimal dalam perencanaan 

penanggulangan kemiskinan, menyamakan persepsi dalam penyusunan 

instrumen penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dan pengendalian 

program - program penanggulangan kemiskinan dengan target 1 laporan 

LP2KD dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.801.750- dan terealisasi sebesar 

Rp16.602.409 atau 98,81% 

 2.  Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 

Alam) terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu: 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian 

Subkegiatan ini berupa asistensi kesesuaian penyusunan dokumen Renja 

dengan dokumen RKPD 2026 lingkup bidang ekonomi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 7 

laporan perangkat daerah dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.430.750, dan terealisasi sebesar 

Rp3.229.750, atau 3,35%. Pada kegiatan ini selain 7 laporan asistensi 

yang telah dilaksanakan juga terdapat penyusunan Dokumen RAD 

Pangan dan Gizi yang tidak dapat ditambahkan kedalam target 

subkegiatan karena ketika penyusunan subkegiatan output sudah terkunci 

oleh system.  Dokumen RAD Pangan dan Gizi tidak terlaksana karena 



   

79 
 

RAD Pangan dan gizi penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, 

informasi awal dari Bappenas bulan September dan Oktober 2025 harus 

selesai, pada pelaksanaannya sampai akhir desember 2025 juknisnya 

tidak ada. Sehingga realisasi anggaran hanya 3,35% 

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen 

RKPD dengan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan 

target 7 laporan yang dimonitoring dan dievaluasi dan terealisasi dengan 

capaian kinerja 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp5.485.800 dan terealiasi sebesar Rp5.425.114, atau 98,89%. 

 3.  Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 3 

(tiga) subkegiatan yaitu: 

1) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa asistensi penyusunan RKPD 2026 dengan Renja 

2026 lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, dengan target 8 

laporan yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan  renja 2026 

bidang infrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp69.514.050 dan 

terealisasi sebesar Rp69.095.165 atau 99,40%. 

2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen 

RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan 

target 8 laporan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam 

penyusunan renja Bidang IPW dan terealisasi dengan capaian kinerja 

100%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp41.023.900 dan 

terealisasi sebesar Rp38.500.544 atau 93,85% 
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3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

Subkegiatan ini berupa sikronisasi dan koordinasi penyusunan dokumen 

RKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dengan 

target 8 laporan hasil sinkronisasi Renja dengan RKPD pada bidang 

infrrastruktur dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Dilaksanakan 

dengan anggaran sebesar Rp96.767.500 dan terealisasi sebesar 

Rp85.671.438 atau 88,53%. 

3.1.4 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Dalam 

Mendukung Pembangunan Daerah 

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

      Perbandingan target kinerja dan realisasi tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

 
Tabel 3.28 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 
 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 
2025 

Realisasi  
Tahun 2025 

Capaian % 

1 Persentase Kebijakan 
Berbasis Bukti 

Persentase 86,00 100,00 116,28 

        Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

 

Dari target nilai yang telah ditetapkan tahun 2025 sebesar 86,00 Kota Payakumbuh 

memperoleh nilai 100 atau sebesar 116,28%.  Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi 

dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil 

kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total 

jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

Gambar 3.5 

Rumus Perhitungan Kebijakan Berbasis Bukti 

Rumus 
Berdasarkan 
metadata indikator 
RPJMD sesuai  

Keterangan : 
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Inmendagri Nomor 
2 Tahun 2025 

• Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan 

(misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, 

atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis 

data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis 

kebijakan. 

• Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan 

yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode 

tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran). 
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Tabel 3.29 
PERATURAN DAERAH PAYAKUMBUH TAHUN 2025 

 
NO TENTANG MULAI BERLAKU TANGGAL 

DITETAPKAN 
TANGGAL 

DIUNDANGKAN 
LEMBARAN 

DAERAH 
TAMBAHAN 
LEMBARAN 

DAERAH 

OPD DASAR 
PERWAKO 

1 PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD TA 
2024 

13 Agustus 2025 13 Agustus 2025 13 Agustus 2025 1 TAHUN 2025 70 BKD PP No 12 Tahun 
2019 tentang PKD 
dan Permendagri 
No.77 Tahun 
2020 tentang 
pedoman teknis 
PKD 

2 RPJMD TAHUN 2025-2029 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 19 Agustus 2025 2 TAHUN 2025 71 BAPPEDA Permendagri 
Nomor 86 Tahun 
2017 

3 PERUBAHAN APBD TA 
2025 

03 Oktober 2025 03 Oktober 2025 03 Oktober 2025 3 TAHUN 2025 72 BKD Peraturan Daerah 
Nomor  03 Tahun 
2025 

4 APBD TA 2026 30 Desember 2025 30 Desember 2025 30 Desember 2025 4 TAHUN 2025 73 BKD Peraturan Daerah 
Nomor  04 Tahun 
2025 

 

Tabel 3.30 
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 

NO TENTANG MULAI 
BERLAKU 

TANGGAL 
DITETAPKAN 

TANGGAL 
DIUNDANGKAN 

OPD DASAR PERWAKO 

1 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 

12-Mar-25 12-Mar-25 12-Mar-25 ORGANISASI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 
Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah 

2 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI APBD 
TAHUN 2025 

18-Mar-25 18-Mar-25 18-Mar-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor 02 Tahun 2025 

3 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA 
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN 

27-Mar-25 27-Mar-25 27-Mar-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2025 

4 KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA ALAM 
MINANGKABAU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA 
DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN 

27-Mar-25 27-Mar-25 27-Mar-25 DINAS 
PENDIDIKAN 

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia 
Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang 
Pendidikan Menengah; 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
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NO TENTANG MULAI 
BERLAKU 

TANGGAL 
DITETAPKAN 

TANGGAL 
DIUNDANGKAN 

OPD DASAR PERWAKO 

Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh 
Nomor 26); 

5 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 
22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2025 

23-Apr-25 23-Apr-25 23-Apr-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2025 

4 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH 

2-Jun-25 2-Jun-25 BKD BKD Undang-undang  no 1 tahun 2022 ttg HKPD  

Peraturan pemerintah  35 tahun 2023 tentang 
ketentuan umum pajak daerah dan retribusi 
daerah 

7 PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025 7-Jul-25 7-Jul-25 7-Jul-25 BAPPEDA Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

8 
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN 
ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

17-Jul-25 17-Jul-25 17-Jul-25 PEREKONOMIAN 
Permendagri no 79 tahun 2018 ttg BLUD 

9 RKPD TAHUN 2026 4-Aug-25 4-Aug-25 4-Aug-25 BAPPEDA Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

10 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

13-Aug-25 13-Aug-25 13-Aug-25 BKD PP No 12 Tahun 2019 tentang PKD dan 
Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang 
pedoman teknis PKD 

11 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 4-Sep-25 4-Sep-25 4-Sep-25 BAPPEDA Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

12 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 
2025-2029 

19-Sep-25 19-Sep-25 19-Sep-25 BAPPEDA Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

13 PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2025 3-Oct-25 3-Oct-25 3-Oct-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor  13 Tahun 2025 

14 BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DPRD SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN 
DPRD TA 2026 

17-Dec-25 17-Dec-25 17-Dec-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor  14 Tahun 2025 

15 POLA TATA KELOLA DAN STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BLUD UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN 

17-Dec-25 17-Dec-25 17-Dec-25 BKD Permendagri no 79 tahun 2018 tentang badan 
layanan umum daerah 

16 PENJABARAN APBD TA 2026 30-Dec-25 30-Dec-25 30-Dec-25 BKD Peraturan Wali Kota Nomor  16 Tahun 2025 

17 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN 

30-Dec-25 30-Dec-25 30-Dec-25 ORGANISASI Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19  Tahun 
2024 tentang Penyelenggaraan Pusat 
Kesehatan Masyarakat 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Adalah 100%. 

 

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 

pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.31 
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Tabel 3.31 
Perbandingan Realisai Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya 

 
No Indikator Kinerja 

Utama 
Satuan Realisasi 

Tahun 2022 
Realisasi 

Tahun 2023 
Realisasi 

Tahun 2024 
Target 

Tahun 2025 
Realisasi 

Tahun 2025 
Capaian % 

1 Persentase Kebijakan 
Berbasis Bukti 

Persentase NA NA NA 86,00 100,00 116,28 

 Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh tahun 2025 

 

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dalam penyusunan dokumen rencana strategi tahun 2025-

2029 untuk unsur penelitian dan pengembangan memakai indikator persentase kebijakan berbasis bukti, sehingga tidak ada 

perbandingan untuk tahun sebelumnya. 

 

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda Kota 

Payakumbuh Tahun 2025 - 2029 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2029 dapat dilihat pada table di 

bawah ini: 
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Tabel 3.32 
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir 

Dokumen Jangka Menengah 
 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 
2029 

Persentase 
Capaian 
Realisasi 
2025 (%) 

Persentase 
Terhadap 

Target Akhir 
Renstra 

2029 

1 Meningkatnya 
Peran Riset dan 
Inovasi Dalam 
Mendukung 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Kebijakan 
Berbasis 
Bukti 

Persentase 86,00 100,00 92,00 116,28 108,70 

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025 

  

Dari tabel diatas dapat dilhat, bahwa capaian Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 

116,28%, jika dibandingan dengan target akhir Renstra  tercapai 108,70%. 

 

D. Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain 

di Indonesia 

Belum ada perbandingan persentase kebijakan berbasis bukti dengan standar 

nasional atau daerah lain di Indonesia 

 

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Dalam mencapai target persentase kebikan berbasis bukti, Bappeda Kota 

Payakumbuh didukung oleh beberapa faktor dan telah dilakukan langkah – langkah  

 

 Tabel 3.32 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 
 

No Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan / 

Kegagalan 

Solusi 

Yang 

Dilakukan 

1 Meningkatnya 

Peran Riset dan 

Inovasi Dalam 

Mendukung 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase 

Kebijakan 

Berbasis 

Bukti 

86,00 100,00 116,28 Penetapan 

peraturan daerah 

Kota Payakumuh 

tahun 2025 dan 

Peraturan Walikota 

Payakumbuh tahun 
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No Sasaran Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi % 

Capaian 

Analisis 

Keberhasilan / 

Kegagalan 

Solusi 

Yang 

Dilakukan 

2025, yang 

dilengkapi dengan 

analisis kebijakan 

Sumber: Bappeda kota payakumbuh tahun 2025 

 

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

          Efisiensi sumber daya dalam pencapaian target indikator ini, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.33 
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja  

 
No Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan % 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi 

1 Meningkatnya Peran 
Riset dan Inovasi 
dalam Mendukung 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Kebijakan 
Berbasis Bukti 

Persentase 86,00 100,00 116,28% Program 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

270.408.400 270.267.861 99,95% 

Tingkat efisiensi 16,33%       

Tingkat efektivitas 116,34%       

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025 

 

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk mencapai sasaran: Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan 

Daerah, didukung oleh satu program Bappeda. Capaian kinerja dari indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 116,28% 

sedangkan capaian keuangan dari  program yang mendukungnya yaitu 99,95%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung 

dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 16,33%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung 

dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 116,34%. 

H. Analisis Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja 

Analisa Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase kebijakan berbasis bukti adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel.3.34 
Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

No. Uraian Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Keuangan 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

A. Program Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 

Persentase kajian berbasis 
bukti dalam penyelesaian 
permasalahan daerah yang 
termanfaatkan dalam kebijakan 
pembangunan daerah 

75 Persentase 75 Persentase 100,00% 270.408.400 270.267.861 99,95% 

  I Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Sosial dan Kependudukan 

Jumlah dokumen penelitian 
bidang sosial dan 
kependudukan yang disusun 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.972.489 99,97% 

  1 Penelitian dan Pengembangan 
bidang aspek-aspek sosial 

Penelitian dan Pengembangan 
bidang aspek - aspek sosial 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.972.489 99,97% 

  II Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 

Jumlah dokumen penelitian 
bidang ekonomi dan 
pembangunan yang disusun 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.973.023 99,97% 

  1 Penelitian dan Pengembangan 
koperasi, usaha kecil dan 
menengah 

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
dan Pengembangan Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah 

1   dokumen 1   dokumen 100,00% 99.999.700 99.973.023 99,97% 

  III Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

Persentase perangkat daerah 
yang difasilitasi dalam 
penerapan inovasi daerah 

100 Persentase 100 Persentase 100,00% 70.409.000 70.322.349 99,88% 

  1 Uji coba dan penerapan 
rancang bangun/model 
replikasi dan invensi di bidang 
difusi inovasi dan penerapan 
teknologi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pelaksanaan Uji Coba dan 
Penerapan Rancang 
Bangun/Model 
Replikasi dan Invensi di Bidang 
Difusi Inovasi dan Penerapan 
Teknologi 

1 laporan 1 laporan 100,00% 70.409.000 70.322.349 99,88% 
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d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah indikator:Persentase kajian 

berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam 

kebijakan pembangunan daerah. Target kinerja pada tahun 2026 adalah  75% 

dengan realisasi 75% dan capaian kinerja 100%. 

Program Penelitian dan Pengembangan  daerah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 

3 (tiga) subkegiatan yaitu: 

 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan didukung 

dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial 

Subkegiatan ini berupa penelitian bidang sosial dengan judul Fenomena 

peningkatan minat terhadap sekolah swasta dibanding sekolah negeri, dengan 

target 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700, dan terealisasi sebesar Rp 99.972.489 

atau 99,97%. 

 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan didukung 

dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Subkegiatan ini berupa penelitian bidang ekonomi dan pembangunan, dengan 

judul Strategi Pengembangan Pusat Perkotaan Kota Payakumbuh (rekomendasi 

arsitektur). Target kegiatan ini berupa 1 dokumen dan terealisasi dengan capaian 

100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.999.700 dan 

terealisasi sebesar Rp99.973.349 atau 99,97%. 

 3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 1 (satu) subkegiatan yaitu: 

Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang 

difusi inovasi dan penerapan teknologi  

Subkegiatan ini berupa kegiatan motivasi inovasi dan pendampingan untuk 

inovasi unggulan pada semua perangkat daerah dengan target 1 laporan hasil 

fasilitasi inovasi & teknologi tepat guna daerah dengan capaian kinerja 100%. 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.409.000, dan terealisasi 

sebesar Rp70.322.349 atau 99,88%. 
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3.2 Realisasi Anggaran 
 

No. Uraian Program dan Kegiatan Keuangan Capaian 

Target Realisasi 

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

7.270.643.094 6.338.336.459 87,18% 

  I Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

102.954.450 100.882.130 97,99% 

  1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

14.999.000 14.056.117 93,71% 

  2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.955.450 86.826.013 98,72% 

  II Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah  

5.429.549.712 4.785.375.331 
 

  1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.121.728.912 4.504.586.331 87,95% 

  2 Penyediaan administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

307.820.800 280.789.000 91,22% 

  III Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah  

43.000.000 42.957.000 
 

  1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya 

43.000.000 42.957.000 99,90% 

  IV Administrasi Umum Perangkat Daerah 245.004.850 239.404.598 
 

  1 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

4.804.000 4.771.890 99,33% 

  2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.106.000 27.188.649 90,31% 

  3 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

18.978.000 17.049.155 89,84% 

  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

19.938.450 19.800.000 99,31% 

  5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.404.500 3.974.670 90,24% 

  6 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

154.774.000 154.695.853 99,95% 

  7 Dukungan pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD 

11.999.900 11.924.381 99,37% 

  V Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

783.802.000 619.693.000 
 

  1 Pengadaan kendaraan perorangan dinas 

atau kendaraan dinas jabatan 

599.334.000 446.000.000 74,42% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Keuangan Capaian 

Target Realisasi 

  2 Pengadaan kendaraan dinas operasional 

atau lapangan 

36.759.000 30.056.500 81,77% 

  3 Pengadaan Mebel 37.074.000 34.521.000 93,11% 

  4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.635.000 109.115.500 98,63% 

  VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

222.676.082 209.927.046 
 

  1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

106.584.664 96.279.391 90,33% 

  2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.091.418 113.647.655 97,89% 

  VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

443.656.000 340.097.354 
 

  1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

42.950.000 39.052.226 90,92% 

  2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

290.600.000 201.584.664 69,37% 

  3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.750.000 16.180.464 60,49% 

  4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

83.356.000 83.280.000 99,91% 

B Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

667.788.100 646.854.516 
 

  VIII Penyusunan Perencanaan dan 

Pendanaan 

464.774.950 449.101.613 
 

  1 Pelaksanaan Konsultasi Publik 33.293.000 31.067.194 93,31% 

  2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / 

Kota 

68.908.750 65.963.208 95,73% 

  3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang 

Kecamatan 

20.999.000 20.218.698 96,28% 

  4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota 

341.574.200 331.852.513 97,15% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Keuangan Capaian 

Target Realisasi 

  IX Analisis Data dan Informasi 

Pemerintahan Daerah Bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

11.429.500 11.336.278 
 

  1 Penyusunan profil pembangunan daerah 

kabupaten/kota 

11.429.500 11.336.278 99,18% 

  X Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

100.809.750 96.636.350 
 

  1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 

Kabupaten/Kota 

15.770.750 15.741.869 99,82% 

  2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 

Laporan Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah 

85.039.000 80.894.481 95,13% 

  XI Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pembangunan Daerah 

90.773.900 89.780.275 
 

  1 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah 

90.773.900 89.780.275 98,91% 

C Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

555.523.000 447.338.036 
 

  XII Koordinasi Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia 

246.301.000 245.416.190 
 

  1 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD) 

21.307.450 21.049.282 98,79% 

  2 Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

208.191.800 207.764.499 99,79% 

  3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Pembangunan Manusia 

16.801.750 16.602.409 98,81% 
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No. Uraian Program dan Kegiatan Keuangan Capaian 

Target Realisasi 

  XIII Koordinasi Perencanaan Bidang 

Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 

Alam) 

101.916.550 8.654.699 
 

  1 Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Perekonomian  

96.430.750 3.229.585 3,35% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

perekonomian 

5.485.800 5.425.114 98,89% 

  XIV Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan 

207.305.450 193.267.147 
 

  1 Asistensi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang Infrastruktur  

69.514.050 69.095.165 99,40% 

  2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang Infrastruktur  

41.023.900 38.500.544 93,85% 

  3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bidang Infrastruktur 

96.767.500 85.671.438 88,53% 

D Program Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 

270.408.400 270.267.861 
 

  XV Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Sosial dan Kependudukan 

99.999.700 99.972.489 
 

  1 Penelitian dan Pengembangan bidang 

aspek - aspek sosial 

99.999.700 99.972.489 99,97% 

  XVI Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan 

99.999.700 99.973.023 
 

  1 Penelitian dan Pengembangan koperasi 

usaha kecil dan menengah 

99.999.700 99.973.023 99,97% 

  XVII Pengembangan Inovasi dan Teknologi 70.409.000 70.322.349 
 

  1 Uji coba dan penerapan rancang 

bangun/model replikasi dan invensi di 

bidang difusi inovasi dan penerapan 

teknologi 

70.409.000 70.322.349 99,88% 

JUMLAH 8.764.362.594 7.702.796.872 87,89% 

Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025   



   

 

94 
 

 

Penggunaan anggaran untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah 

dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Anggaran 

yang dialokasikan sebesar Rp. 8.764.362.594 direalisasikan sebesar Rp.7.702.796.872, 

dengan tingkat realisasi sebesar 87,89%. Seluruh pengeluaran telah diarahkan untuk 

mendukung pencapaian output dan sasaran program, sesuai dengan rencana kerja dan 

target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan 

anggaran telah memenuhi prinsip efisiensi. 

Pada Tahun 2025 terdapat tiga sub kegiatan yang realisasi keuangan di bawah 70 % 

yaitu subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan subkegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya hal ini disebabkan belanja sesuai dengan kebutuhan,  

sedangkan subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian disebabkan penyusunan dokumen  Rencana Aksi 

Daerah Pangan dan Gizi penyelesaiannya harus sama dengan RPJMD, informasi awal dari 

Bappenas Bulan September dan Oktober 2025 harus selesai, pada pelaksanaannya sampai 

akhir Desember 2025  petunjuk teknisnya tidak ada. 

3.3   Capaian Prestasi Dan Penghargaan 

Kota Payakumbuh menjadi Juara 1 Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 

2025: pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Sumbar, Payakumbuh 

meraih Juara 1 Kategori Inovasi TTG 
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Gambar 3.5 

Penghargaan yang Diraih 

Juara 1 Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 2025 
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BAB IV  

PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2025, 

merupakan laporan atas capaian kinerja tahun 2025. Secara garis besar dapat dilihat bahwa 

capaian dari lima target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat 

tercapai dengan baik dengan kategori penilaian sangat tinggi dan tinggi, dengan rata-rata 

persentase mencapai 98,73%. Dari anggaran Rp8.764.362.594 terealisasi sebesar 

Rp7.702.796.872 atau sebesar 87,89%.   

Dalam pencapaian target sasaran dijumpai beberapa kendala namun telah dilakukan 

strategi pemecahan masalah supaya sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai 

yang direncanakan. Dan dimasa yang akan datang perlu dioptimalkan lagi . 

Kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan agar laporan kinerja instansi 

pemerintah Bappeda Kota Payakumbuh semakin optimal. Oleh karena itu, kami tetap 

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, inovasi, dan akuntabilitas sesuai 

dengan prinsip tata kelola yang baik. 

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja 

instansi pemerintah, serta menjadi dasar untuk perencanaan yang lebih baik di masa yang 

akan datang. 

        
Payakumbuh, 26 Januari 2026 
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH 

 

 

Drs. SYAFWAL,MM 
NIP. 19680307 199009 1 001 



 

 1 

 

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 

 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

1. Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan Berbasis 

Inovasi dan Kelitbangan 

Nilai Evaluasi AKIP Komponen 

Perencanaan Kinerja 

26,00 

 Indeks Inovasi Daerah 54,85 

2. Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi AKIP Oleh 

Inspektorat 

85,00 

3. Meningkatnya Kualitas 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

90,00 

4. Meningkatnya Peran Riset 

dan Inovasi Dalam 

Mendukung Pembangunan 

Daerah 

Persentase Kebijakan 

Berbasis Bukti 

86,00 

 
Payakumbuh, 6 Oktober 2025 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 
Drs. SYAFWAL, MM 

NIP. 196901161990091001 

 

 

 
 
 
 









 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : DENI FADLI, SE, M. SE 

Jabatan :  Plt Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

selanjutnya disebut Pihak Pertama, 

 

Nama :  Drs.SYAFWAL,MM 

Jabatan :  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

Payakumbuh,   Oktober 2025 

PIHAK KEDUA 
 
 
 
 
 

Drs.SYAFWAL,MM 
NIP. 196901161990091001 

PIHAK  PERTAMA 
 
 
 

 
 

DENI FADLI, SE, M. SE 
NIP. 198007152006041007 

 
 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
SEKRETARIS 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

Meningkatnya kualitas kerja dan 
kinerja perangkat daerah 

 

Nilai IKM 91,7 

Meningkatnya kualitas  
Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 
 

Persentase keselarasan RPJMD 
dengan RKPD 

100% 

 
 

 Program Anggaran (Rp) Keterangan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 1.841.093.382   

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Rp. 102.954.450 
 

 Kegiatan Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Rp. 43.000.000 
 

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Rp. 245.004.850 
 

 Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah 

Rp. 783.802.000  

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Rp. 222.676.082 
 

 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Rp. 443.656.000 
 

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah 

Rp. 68.908.750   

 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan 
Pendanaan 

Rp. 68.908.750 
 

 

Payakumbuh,     Januari 2026 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

 
 
 

 
 

Drs.SYAFWAL,MM 
NIP. 196901161990091001 

Plt SEKRETARIS  
BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 
 

 
 
 

DENI FADLI, SE, M. SE 
NIP. 198007152006041007 

    



























 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama : DENI FADLI, SE, M.SE 

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi Dan Perencanaan Makro Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : Drs. SYAFWAL, M. Si 

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan.  

 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas 

kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini yang nanti diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 

 

  

p

Payakumbuh,    2  Januari 2026 

PIHAK  KEDUA 

 

 

 

 

 

Drs. SYAFWAL, M. Si 

NIP. 196901161990091001 

PIHAK  PERTAMA 

 

 

 

 

 

DENI FADLI, SE, M. SE 

NIP. 198007152006041007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

1 Meningkatnya kualitas 

perencanaan , pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah  

Persentase Perangkat Daerah yang telah 

memiliki dokumen perencanaan yang 

baik, konsisten dan selaras bidang 

Ekonomi dan Renmakro 

1 0 0 %  

2 Terkelolanya anggaran program 

dan kegiatan secara optimal 

Persentase serapan anggaran Bidang 

Ekonomi dan Renmakro 
8 5 - 9 0 %  

3 Tersusunnya Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang 

berkualitas 

Jumlah dokumen perencanaan yang 

ditetapkan dengan Perda/Perkada 
2  

d o k u m e n  

 Persentase pagu belanja dalam RKPD 

yang mengakomodir usulan masyarakat 
1 8  %  

4 Meningkatnya hasil koordinasi 

Perencanaan dan Monev yang 

ditindaklanjuti bidang ekonomi 

dan renmakro 

Persentase keselarasan RKPD dengan 

Renja Perangkat Daerah pada Bidang 

Ekonomi dan Renmakro 

1 0 0  %  

Persentase hasil koordinasi pengendalian 

yang ditindaklanjuti bidang Ekonomi dan 

Renmakro 

9 0  %  

Jumlah Berita Acaara hasil verifikasi dan 

asistensi Renja perangkat daerah yang 

disepakati dengan perangkat daerah 

1 4  

d o k u m e n  

 

Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Ket 

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

313.447.150,-   

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 180.699.075,- 
 

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 

95.122.500,- 
 

   

2. Program Perencanaan Bidang Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam (SDA) Pembangunan Daerah 

15.985.250,-   

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam) 

15.985.250,- 
 

 
  

Payakumbuh, 2 Januari 2026 

KEPALA BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

 

Drs. SYAFWAL, M. Si 

NIP. 196901161990091001 

 KEPALA BIDANG EKONOMI DAN 

PERENCANAAN MAKRO  

 

 

 

DENI FADLI, SE, M.SE 

NIP. 19800715 200604 1 007 



 

 











 

 

 

 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta 

berorientasi hasil, kami yan bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : FAISAL,ST 

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Drs. SYAFWAL, MM  

Jabatan : Kepala Bappeda Kota Payakumbuh  

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

 

Drs. SYAFWAL, MM 

NIP. 19690116 199009 1 001 

Payakumbuh,        Januari 2026 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 
 

 

No Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 

1 Meningkatnya kualitas dokumen 

perencanaan lingkup  bidang 

Infrastruktur 

Persentase Perangkat Daerah yang 

telah memiliki dokumen 

perencanaan yang baik, konsisten 

dan selaras bidang Infrastruktur 

100% 

2 Meningkatnya pemanfaatan data 

Geospasial dalam mendukung 

pembangunana daerah 

Persentase Perangkat Daerah   yang 

memanfaatkan data dan informasi 

Geospasial 

25 % 

3 Meningkatnya  hasil koordinasi 

pengendalian dan ditindaklanjuti 

bidang Infrastruktur 

Persentase hasil koordinasi 

pengendalian yang ditindaklanjuti 

bidang Infrastruktur 

100 % 

  Jumlah pelaksanaan rapat 

koordinasi  

12 Kali 

4 Tersusunnya dokumen 

perencanaan pembangunan daerah 

yang selaras dengan prioritas 

nasional/provinsi 

Persentase keselarasan RKPD 

dengan Renja Perangkat Daerah 

pada Bidang Infarastruktur 

100 % 

  Jumlah Berita Acara hasil 

verifikasi dan asisten Renja 

Perangkat Daerah yang disepakati 

32 

Laporan 

5 Terkelolanya anggaran program 

dan kegiatan secara optimal 

Persentase serapan anggaran 85 - 90 % 

 
 

 

 Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 

1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

259.996.600,-  

1.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan 

259.996.600,-  
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